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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan (library research) dengan
judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Perlindungan Hak Anak
Menurut Peraturan Bupati Purwakarta No. 70 A Tahun 2015 Tentang Desa
Berbudaya”. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan kedalam dua
rumusan masalah Bagaimana Ketentuan Tanggung Jawab Perlindungan Anak
Dalam Peraturan Bupati Purwakarta No. 70 A Tahun 2015 Tentang Desa
Berbudaya dan Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab
Perlindungan Hak Anak Dalam Peraturan Bupati Purwakarta No. 70 A Tahun
2015 Tentang Desa Berbudaya.

Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif yang dihimpun melalui studi
dokumen. Data yang sudah dikumpulkan selanjutnya disusun dan dianalisis
menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yang bertujuan
menjelaskan secara sistematik mengenai tanggung jawab perlindungan hak anak
dalam Perbub Purwakarta No.70 A tahun 2015 tentang desa berbudaya kemudian
dianalisi dengan menggunakan hukum Islam.

Di dalam skripsi ini memuat dua hasil penelitian. Pertama, ketentuan
terhadap tanggung jawab perlindungan hak anak yang tercantum dalam Peraturan
Bupati Purwakarta No. 70 A Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya, seperti
ketentuan dalam hal, Hak Keselamatan Anak berlalu lintas, Hak Anak Untuk
Mendapatkan Pendidikan, Hak Anak Dalam pergaulan. Kedua, Analisis Hukum
Islam Terhadap Tanggung Jawab Perlindungan Hak Anak Menurut Peraturan
Bupati Purwakarta No. 70 A Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya. Masalah
perlindungan hak anak dalam Islam sangatlah diutamakan, karena Islam sendiri
memandang anak adalah titipan/amanah yang sangat mulia dari Allah Swt yang
harus dipelihara, dijaga, disejahterahkan hidupnya dan bukan untuk pelampiasan
kekerasan oleh orang tuanya dalam rumah tangga/keluarganya. Jika ditarik secara
garis besar perlindungan hak anak yang ada di Peraturan Bupati No. 70 A Tahun
2015 Tentang Desa Berbudaya sesuai dengan hukum Islam yang ada khususnya
dalam hal perlindungan hak anak.

Berdasarkan uraian diatas diharapkan masyarakat untuk selalu
memperhatikan dalam hal perlindungan hak anak mereka. Karena memang
melindungi hak anak adalah tugas orang tua, keluarga, masyarakat. Dalam Hukum
Islam pun terdapat anjuran atau panduan untuk menjaga hak-hak anak, agar anak
dapat hidup tentram dan nyaman.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat
manusia untuk menuju kepada Allah Ta’ala. Dan ternyata islam bukanlah
hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan
ibadah kepada tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan
Allah Swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta’ala dan
hubungan manusia dengan sesamanya aturan tersebut bersumber pada
seluruh ajaran Islam, khususnya Al- qur’an dan Hadist." Dengan mentaati
hukum Islam juga bisa mengetahui mana perbuatan yang manfaat, disukai
Allah, dan mendapat pahala, serta kita juga mengetahui perbuatanmana
yang tidak disukai oleh Allah karena merupakan perbuatan yang tercela
dan jika dilakukan akan menambah dosa.

Hukum keluarga diartikan sebagai keseluruhan dan ketentuan
yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan
kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan (perkawinan,
kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, keadaan tidak hadir).
Kekeluargaan sedarah adalah pertalian keluarga yang terdapat antara
beberapa orang yang mempunyai keluhuran yang sama. Kekeluargaan

karena perkawinan adalah pertalian keluarga yang terdapat karena

! Junaya. S. Praja, Hukum Islam di Indonesia (Bandung: Remaja Rosda Karya,1994), 100



perkawinan antara seorang dengan keluarga sedarah dan istri atau
suaminya.?
Anak adalah perhiasan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam al

qur’an disebutkan dalam surat Al Kahfi ayat 46:
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Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi
amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi
Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan( Al Kahfi: 46).

Ayat di atas menyatakan bahwa anak itu berfungsi sebagai hiasan
yang memperindah keluarga. Tangisan bayi, rengekan anak yang
meminta sesuatu, celotehannya yang lucu, langkah anak yang tertatih-
tatih adalah pemandangan indah dalam suatu keluarga. Pasangan suami
istri selalu merasa kurang sempurna kehidupannya, apabila mereka belum
mempunyai anak. Kesempurnaan dan keindahan rumah tangga baru terasa
jika didalamnya terdapt anak.®

Anak merupakan mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa wajib
dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara

wajar, baik aspek secara hukum, ekonomi, politik, sosial maupun budaya

2 Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian (Jakarta: PT. Rineka Cipta,
2004), 93

3 https://media.neliti.com/media/publications/177740-1D-perlindungan-anak-dalam-perspektif-
islam.pdf, (Diakses pada Hari Senin, 02 Maret 2020, Jam 21.00 WIB)
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tanpa membedakan suku,agama,ras dan golongan.* Anak adalah generasi
penerus bangsa yang akan sangat menentukan nasib dan masa depan
bangsa secara keseluruhan di masa yang akan datang. Anak harus dijamin
hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan
kodratnya, oleh karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan
merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan
eksploitasi yang tidak berprikemanusiaan haeus dihapuskan tanpa
terkecuali.’

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-
cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang kelak
akan memelihara, mempertahankan dan mengembangkan hasil
pembangunan yang ada, oleh karena itu anak memerlukan perlindungan
dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun
mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang.®

Sedangkan pemerintah dalam usaha memberikan perlindungan
terhadap hak anak telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 23
tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam pasal 21 disebutkan
bahwa:” negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab

menhormati dan menjamin hak asasi stiap anak tanpa membedakan suku,

* Maulana Abul A’la Mawdudi, Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam (Jakarta: Bumi Aksara,
2011), 12

® Mufidah, Ch, Psikologi keluarga Islam Berwawasan Gender (Malang: UIN-Maliki Press, 2013),
269

® Darwan Prist, Hukum Anak Indonesia (Bandung: PT Citra Aditya bakti, 1997), 2



ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum
anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik mental anak.’

Selain pasal diatas juga dijelaskan dalam pasal 25 Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2002 bahwa: Masyarakat berkewajiban dan
bertanggung jawab terhdapa terselenggarakannya perlindungan anak.®
Kewajigan dan tanggung jawab tersebut dilaksanakan melalui kegiatan
peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan Anak.

Konsep pemeliharaan dan perlindungan anak dalam huku Islam
lebih dikenal dengan isilah hadanah.® Yang merupakan salah satu dari hak
anak yang harus dipenuhi. Bagaimanapun keadaannya, anak berhak
mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dengan baik agar dapat
melahirkan pula generasi yang baik dan berkualitas demi masa depan
bangsa dan negara.’®

Permasalahan tentang anak yang dibahas dalam bab hadanah, jika
dilihat dari sisi-sisi nilai universal yang ada, tampak sama dengan apa
yang dicitakan dalam UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan
anak. Namun realita yang ada adalah masih adanya anggapan bahwa anak
hanyalah milik orang tua dan harus menuruti semua kehendak orang
tuanya dengan dalih birr al-walidain. Sehingga jika anak menolak

kemauan orang tuanya maka dianggap sebagai anak durhaka.

" Undang-Undang Rl Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

® Darwan Prist, Hukum Anak (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 157

® Abd. Rahman Ghazaly, Figh Munakahat (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), 175

19 Abu Zahrah, Membagi Hak Anak Menjadi Empat Bagian Yaitu: Hak Nasab, Hak Rada’ah, Hak
Hadanah, dan Hak Nafakah (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), 45-47



Hubungan anak dan orang tua secara struktural saling melengkapi.
Anak dan orang tua dalam islam terikat oleh kewajiban bersama dan
saling mengurus. Namun, fenomena yang ada menunjukkan masih
banyak orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya.
Masih banyak anak-anak yang tidak memperoleh haknya dari orang tua
mereka seperti; hak mendapatkan perawatan dengan penuh kasih sayang,
hak memperoleh pendidikan yang baik dan benar, hak menerima nafkah
yang halal dan baik, dan sebagainya.*!

Dalam keluarga masa Kini berbeda dengan keluarga masa dulu.
Dalam ikatan keluarga, orang-orang melalui perubahan yang hebat,
khususnya mereka yang hidup di kota. Apalagi di tinjau dari keluarga-
keluarga daerah yang belum mengalami ataupun menikmati hasil
kemajuan teknologi, kemajuan dalam dunia industry dan lain sebagainya,
maka gambaran mengenai ikatan dan fungsi keluarga adalah jauh berbeda
apabila dibandingkan dengan keluarga yang berada di tengah segala
kemewahan materi.*?

Sebenarnya keluarga mempunyai fungsi yang tidak hanya terbatas
selaku penerus Kketurunan saja. Dalam hal pendidikan, keluarga
merupakan sumber pendidikan utama, karena segala pengetahuan dan
intelektual manusia diperolah pertama-tama dari orang tua dan anggota
keluarga sendiri. Keluarga merupakan produsen dan konsumen sekaligus,

dan harus mempersiapkan dan meneydiakan segala kebutuhan sehari-hari

" Hammudah ‘Abd Al ‘Ati, Keluarga Muslim (The Family Structure in Islam) (Malang: UIN-
Maliki Press, 2013), 260
12 Thalib, Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak (Bandung: Irsyad Baitussalam, 2010), 40



seperti sandang dan pangan. Setiap anggota keluarga di butuhkan dan
saling membutuhkan satu dengan yang lain, supaya mereka hidup nyaman
dan tenang, hasil kerja mereka harus dinikmati bersama. Sedangkan
keluarga zaman silam, keluarga yang belum terkena pengaruh
penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin yang merupakan
keluarga yang banyak fungsinya dan kuat ikatan keluarganya. Masing-
masing anggota keluarganya mempunyai peranan yang penting dalam
roda kehidupan serta di butuhkan oleh anggota keluarga lainnya.*®
Dalam pendekatan Islam terhadap anak-anak, secara umum bisa
disarikan dalam beberapa prinsip. Pertama, sesuai dengan perintah Allah,
anak hendaknya tidak menjadi penyebab kesengsaraan bagi kedua orang
tuanya(Al Qur’an 2 : 233). Kedua sebaliknya kedua orang tua juga tidak
menjadi penyabab kesengsaraan bagi anak-anaknya. Al-Qur’an memang
mengandung beberapa referensi khusus bagi orang tua untuk memelihara
anak-anaknya. Hal itu merupakan kewajiban. Alasannya barangkali, orang
tua yang normal membutuhkan  petunjuk  untuk  merawat
anak/keturunannya dengan harapan mampu memelihara keluarganya
sebaik mungkin, melaksanakan kewajiban-kewajiban sosialnya serta
memikul tanggung jawabnya secara efektif.*
Di dalam Peraturan Bupati Purwakarta No 70 A tahun 2015 ada
salah satu pasal dimana dalam pasal tersebut mengatur tentang tanggung

jawab hak perlindungan anak yakni pasal 6 huruf (e. Anak yang berusia di

13 Sugiyo, Keluarga Sebagai Sekolah Cinta (Bandung: Lembaga Literatur Basti, 2001), 60
¥ Ibid., 239



bawah umur dilarang mengendarai kendaraan bermotor). Dalam pasal
tersebut mengatur secara terperinci hal yang seharusnya tanggung jawab
yang seperti itu seharusnya kembali kepada kedua orang tua masing-
masing karena memang orang tualah yang tahu bagaimana kebaikan bagi
anaknya dan masa depan untuk anak-anaknya masing-masing.

berdasarkan paparan masalah diatas, penulis tertarik untuk
manganalisis dalam skripsi yang berjudul  “Analisis Hukum Islam
Terhadap Tanggung Jawab Perlindungan Hak Anak menurut Peraturan
Bupati Purwakarta No 70 A tahun 2015 tentang Desa Baerbudaya”. Untuk
dijadikan sebuah penelitian yang berupa karya ilmiah yang bisa dijadikan

sebagai sumbangsi ilmu dalam hal perlindungan hak anak.

. IDENTIFIKASI DAN BATASAN MASALAH
Dari paparan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi inti
permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut :

1. Deskripsi Hukum Islam terhadap tanggung jawab perlindungan hak
anak.

2. Tanggung Jawab perlindungan hak anak menurut Peraturan Bupati
Purwakarta No. 70 A tahun 2015 tentang Desa Berbudaya.

3. Tanggung jawab perlindungan anak dalam masyarakat dan Negara
menurut Peraturan Bupati Purwakarta No 70 A tahun 2015 tentang
Desa Berbudaya.

4. Peraturan Bupati Purwakarta No 70 A tahun 2015 tentang Desa

Berbudaya, dalam pasal 6 (e, h,i, I, m)



Dengan adanya permasalahan tersebut diatas, agar sebuah
penelitian bisa fokus dan sistematis, maka disusunlah batasan masalah
yang merupakan batasan terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun
batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Ketentuan Tanggung jawab perlindungan hak anak menurut
Peraturan Bupati Purwakarta No 70 A Tahun 2015 tentang Desa
Berbudaya.

2. Analisis Hukum Islam terhdap tanggung jawab perlindungan
menurut Peraturan Bupati Purwakarta No 70 A Tahun 2015 tentang

Desa Berbudaya.

C. RUMUSAN MASALAH
Agar lebih praktis, maka permasalahan-permasalahan ini akan
penulis rumuskan dalam bentuk pernyataan sebagia berikut ;

1. Bagaimana ketentuan tanggung jawab perlindungan hak anak dalam
Peraturan Bupati Purwakarta No 70 A Tahun 2015 tentang Desa
Berbudaya ?

2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap tanggung jawab
Perlindungan hak anak dalam Peraturan Bupati Purwakarta No 70 A

Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya ?

D. KAJIAN PUSTAKA
Kajian pustaka ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan

gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis



yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga
diharapkan tidak ada pemgulangan materi penelitian secara mutlak.

Untuk mengetahui originalitas penelitian ini penulis perlu
mengemukakan penelitian terdahulu tentang tema Analisis Hukum Islam
terhadap tanggung jawab perlindungan hak anak menurut Peraturan
Bupati Purwakarta No 70 A tahun 2015 tentang Desa Berbudaya ada
beberapa penelitian terdahulu yang pembahasannya tidak jauh berbeda
dengan penulisan antara lain :

1. Skripsi yang ditulis Nur Ahmad Yasin pada tahun 2018
Mahasiswa dari UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul
“Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak di Era Digital
Prespektif Hukum keluarga Islam di Indonesia”.  Dari
rumusan masalah dan jawaban tulisan tersebut dapat diketahui
bahwa penelitian tersebut lebih fokus menerangkan tanggung
jawab orang tua terhadap perlindungan anak di era digital dan
pencegahan dampak negatif terhadap anak di era digital atau
globalisasi menurut prespektif hukum Islam di Indonesia.™
Persamaan dengan judul skripsi yang akan saya teliti jika
ditarik secara garis besar sama-sama menerangkan tentang
tanggng jawab orang tua terhadap perlindungan hak anak.

2. Skripsi yang ditulis Agil Arya Ramanda pada tahun 2015,

Mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan

> Nur Ahmad Yasin, Skripsi, “Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak di Era Digital Perspektif
Hukum Keluarga” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 21



judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Orang Tua
Terhadap Anak Setelah Perceraian”, Dari rumusan masalah
dan jawaban tulisan tersebut dapat diketahui bahwa penelitian
tersebut lebih fokus menerangkan tentang tanggung jawab
terhadap perlindungan anak yang dilakukan orang tua setelah
perceraian dan pemenuhan hak-hak anak setelah perceraian .*°
Namun ada persamaan dengan skripsi yang akan saya teliti
yakni dalam hal perlindungan orang tua terhadap hak anak-
anaknya.

3. Skripsi yang ditulis Ardina Mahendra pada tahun 2014
Mahasiswa dari Universitas Bengkulu dengan judul *
Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak-
Anak di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979
tentang Kesejahteraan Anak (Studi pada Tunawisma di Kota
Bengkulu)”’, dari rumusan masalah dan jawaban tersebut dapat
diketahui bahwa penelitian tersebut lebih fokus menerangkan
tentang tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan
anak-anak yang terdapat di Undang-Undang Nomor 4 tahun
1979 tentang kesejahteraan anak dan faktor-faktor yang
melatar belakangi yang mana orang tua tidak bisa

melaksanakan tanggung jawabnya terhadap kesejahteraan

®Agil Arya Rahmanda, Skripsi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Orang Tua Setelah
Perceraian” (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), 35
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anak-anaknya. '’ Dari paparan diatas bahwasannya ada
persamaan dengan apa yang akan saya bahas dalam penelitian
saya yakni dalam hal perlindungan hak anak dan kesejahteraan
dalam pemenuhan hak anak.

4. Skripsi yang berjudul kekerasan terhadap anak dalam keluarga
(Tinjauan Hukum Islam terhadap UU No 23 Tahun 2002) yang
ditulis oleh Erwin Ristianto (2010). Dalam skripsi ini lebih
fokus pada pembahasan kekerasan terhadap anak dalam
keluarga khususnya orang tua yang diatur dalam UU
perlindungan anak tahun 2002 menuai banyak pro kontra
dikalangan umat Islam. Hal ini disebabkan Undang-Undang
tersebut tidak ada toleransi ruang dan waktu bagi tindak
kekerasan terhdap anak, namun dalam Islam selagi
mengandung unsur pendidikan itu diperbolehkan dengan
ketentuan tertentu. '® Dari paparan diatas bahwasannya ada
persamaan dengan apa yang akan saya bahas dalam penelitian
saya yakni tentang tanggung jawab terhadap hak anak jika di
tinjau dari hukum Islam.

Berdasarkan kajian pustaka diatas dapat diketahui bahwa skripsi

ini  bukan merupakan plagiasi skripsi dan penelitian sebelumnya,

walaupun secara umum semuanya berkaitan dengan anak, akan tetapi

7 Ardani Mahendra, Skripsi, “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak-Anak di
Tinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Studi pada
Tunawisma di Kota Bengkulu) ” (Skripsi--Universitas Bengkulu, 2014), 25

'8 Erwin Ristianto, Skripsi, “Kekerasan anak dalam keluarga (Tinjauan Hukum Islam Terhadap
UU No 23 Tahun 2002)” (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, 2010), 40
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dalam pembahasannya masing-masing skripsi mempunyai kekhususan
masing-masing, sehingga memiliki keuatamaan dan kelebihan masing-
masing oleh Kkarena itu, peneliti dalam penelitiannya hanya akan
memfokuskan pengaturan terhadap tanggung jawab perlindungan hak
anak dalam Peraturan Bupati Purwakarta No 70 A tahun 2015 tentang

Desa Berbudaya.

E. TUJUAN PENELITIAN
1. Untuk mengatahui ketentuan hak atas perlindungan anak menurut
Peraturan Bupati Purwakarta No 70 A tahun 2015 tentang Desa
Berbudaya.
2. Untuk mengatahui Analisis Hukum Islam terhadap tanggung jawab
perlindungan hak anak menurut Peraturan Bupati Purwakarta No 70

A tahun 2015 tentang Desa Berbudaya.

F. KEGUNAAN HASIL PENELITIAN

Penelitian ini mempunyai banyak kegunaan dan manfaat, baik
untuk kalangan akademisi maipun non akademisi. Kegunaan penelitian
yang dimaksud dapat diklarifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu ditinjau

dari segi teoritis dan praktis.*

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah
sumber referensi, memperkaya pengetahuan dan memperkuat

keilmuan dalam menentukan sikap untuk menghadapi permasalahan

19 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 56
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terhadap tanggung jawab perlindungan hak anak yang tercantum di
Peraturan Bupati Purwakarta No 70 A tahun 2015 tentang Desa
berbudaya.
2. Secara Praktis
Dapat memberikan sumbangsi ilmu dan bekal pengabdian
kepada masyarakat khususnya orang tua atau masyarakat tentang
tanggung jawab terhadap perlindungan hak anak dan juga dapat
meminimalisir pengaruh buruk yang terjadi di zaman yang global
ini, Dan penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukkan dan
referensi tentang KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) tentang
tanggung jawab perlindungan hak anak yang berupa brosur,
pamflet, dll.
G. DEFINISI OPERASIONAL
Definisi  operasional diperlukan untuk memperjelas arah
pembahasan masalah yang dibahas. Dari paparan diatas terdapat beberapa
istilah yang perlu di jelaskan untuk mengurangi kesalahfahaman dalam
memahami pembahasan dan memperjelas pembahasan dalam penelitian
ini, diantaranya yaitu:
1. Hukum Islam : Ketentuan atau aturan figh yang membahas tentang
perlindungan anak yang ada dalam kitab-Kkitab figh.
2. Perlindungan Hak Anak : yaitu manusia yang berusia remaja, baik
yang sudah baligh ataupun belum baligh yakni usia anak remaja

(SD-SMA).
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3. Peraturan Bupati Purwakarta No 70 A Tahun 2015: yaitu Suatu
peraturan yang dibuat oleh Bupati Purwakarta untuk mengatur
daerah-daerah dalam mewujudkan sebuah Desa Berbudaya tentang

perlindungan hak anak remaja.

H. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara atau tahapan-tahapan yang
dapat memudahkan seorang penulis dalam melakukan penelitian, dengan
tuuan dapat menghasilkan penelitian yang berbobot dan berkualitas.
Metode penelitian berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta
desain penelitian yang digunakan.?

Dalam metode penelitian menjelaskan rancangan penelitian yang
meliputi prosedur atau langkah-langkah yang harus di tempuh, waktu
penelitian, sumber data serta dengan cara apa data tersebut diperoleh dan
diolah atau dianalisis. Oleh karena itu penelitian haruslah memuat:

1. Jenis Penelitian
Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
berjenis penelitian kepustakaan (library reseacrh). Yang
dimaksud penelitian kepustakaan adalah penelitian yang
menggunakan data-data dari buku maupun kitab yang sesuai
dengan judul skripsi sebagai sumber kajian. Untuk memperoleh
validasi data, maka teknik pengumpulan data yang relevan

menjadi satu hal yang sangat penting.

2 1hid., 5
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Adapun metode penelitiannya adalah Kualitatif Dekriptif.
Disebut kaulitatif karena adanya sefat verbal (secara sentence),
meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Analisis kualitatif
tidak menggunakan rumus statistik. Disebut dekriptif karena
menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis fakta dan
karakteristik objek yang diteliti secara cermat. Adapun data yang
diperlukan oleh peneliti merupakan referensi-referensi atau
buku-buku yang menjelaskan tentang tanggung jawab terhadap
perlindungan hak anak menurut Peraturan Bupati Purwakarta No
70 A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya. Maka akan dianalisa
hingga mencapai sebuah kesimpulan.
2. Sumber Data
a. Primer

Data primer adalah data pokok yang menjadi acuan dalam
sebuah penelitian. Penelitian ini menggambarkan sumber data
primer berupa:

Peraturan Bupati Purwakarta No 70 A Tahun 2015
tentang Desa Berbudaya.
b. Sekunder

Data sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan

penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa literatur

hukum antara lain:
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1) Buku “Hak Anak Dalam Islam”, karya Abdur Rozal
Kusein.
2.) Buku “Problematika Hukum Keluarga Islam”, karya
Satria Effendi M. Zein.
3.) Buku “Keluarga Muslim”, karya Hammudah ABD
Al ‘ati
4.) Buku “Mendidik Anak Perempuan”, karya Abdul
Mun’im Ibrahim.
5.) Buku “Psikologi Keluarga Islam Berwawasan
Gender”, karya Dr. Hj. Mufidah, Ch., M. Ag.
6.) UU No 23 Tahun 2002 jo UU No 35 tahun 2014
tentang Perlindungan anak.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan proses yang sangat
menentukan baik tidaknya suatu penelitian. Maka kegiatan
pengumpulan data harus dirancang dengan baik dan sistematis.
Agar data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan
penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah:
Studi dokumen adalah suatu teknik untuk menghimpun data
tertulis dengan menggunakan konten analisi.?! Data yang

akan diteliti meliputi literature terkait tanggung jawab

21 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia Ul-Press,
2010), 21
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terhadap perlindungan hak anak menurut Peraturan Bupati
Purwakarta No 70 A tahun 2015 tentang Desa Berbudaya,
baik buku-buku maupun kitab-kitab figh. Selain itu peneliti
merujuk terhadap nash-nash yang terdapat dalam Al qur’an
dan Hadist sebagai rujukan wajib penelitian ini dan undang-
undang yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-

tahapan sebagai berikut:

a. Editing yaitu memeriksa kembali semua data yang
diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut
dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan,
satu dengan vyang lainnya, keaslian,kejelasan,serta
relevansinya dengan permasalahan.

b. Organizing yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian
rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai
dengan rumusan masalah.

c. Analyzing vyaitu dengan memberikan analisis lanjutan
terhadap hasil Editing dan Organizing data yang telah
diperoleh  dari  sumber-sumber penelitian, dengan
menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya sehingga di

peroleh kesimpulan.?

?2 Chalid Nabuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 195
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5. Metode Analisis Data

Setelah data yang diperoleh dalam penelitian terkumpul,
langkah  selanjutnya  menganalisis data.  Peneliti  akan
menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif,
yaitu dikatakan sebagai deskriptif karena menggambarkan dan
menguraikan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanggung
jawab terhadap perlindungan hak anak menurut Peraturan Bupati
Purwakarta No 70 A tahun 2015 tentang Desa Berbudaya.

Adapun dalam menentukan pola pikir, penulis cenderung
menggunakan pola pikir deduktif artinya metode pola pikir yang
berdasarkan pada pernyataan yang umum untuk kemudian
diturunkan terhadap kasus-kasus yang khusus. Jadi hal ini,
memaparkan data terkait tanggung jawab terhadap perlindungan
hak anak menurut Peraturan Bupati Purwakarta No 70 A tahun 2015

tentang Desa Berbudaya.

SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mempermudah dan memahami apa yang ada dalam skripsi

ini, maka sistematikanya dapat dibagi menjadi lima bab, yang masing-
masing bab terdiri dari sub-sub yang satu sama lainnya saling berkaitan,

sehingga terperinci sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan

tentang A.) latar belakang, B.) identifikasi dan batasan masalah, C.)

rumusan masalah, D.) kajian pustaka, E.) tujuan penelitian, F.) kegunaan
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hasil penelitian, G.) definisi operasional, H.) metodologi penelitian, 1.)
sistematika pembahasan.

Bab Kedua menjelaskan mengenai A.) Anak dan hak-haknya B.)
Perlindungan anak dan Prinsip-prinsip Perlindungan Anak dalam Islam
C.) Tanggung jawab perlindungan anak oleh keluarga dalam Islam D.)
Tanggung jawab perlindungan anak oleh masyarakat dan Negara dalam
Islam.

Bab Ketiga penulis mendeskripsikan tentang tanggung jawab
perlindungan hak anak menurut Peraturan Bupati Purwakarta No 70 A
tahun 2015 tentang Desa Berbahaya, yang meliputi A.) Sekilas Profil
Kabupaten Purwakarta Demografi dan Geografis B.) Konsideran
Peraturan Bupati Purwakarta No. 70 A Tahun 2015 tentang Desa
Berbudaya C.) Tujuan Peraturan Bupati Purwakarta No 70 A tahun 2015
tentang Desa Berbudaya bagi jaminan perlindungan hak anak, D.)
Jaminan perlindungan hak anak dalam Peraturan Bupati Purwakarta No
70 A tahun 2015 tentang Desa Berbudaya yang meliputi: (a.) Jaminan
perlindungan hak anak dalam keselamatan berlalu lintas (b.) Jaminan
perlindungan hak anak dalam pendidikan (c.) Jaminan perlindungan hak
anak dalam pergaulan .

Bab Keempat berisi analisis dan penelitian yang merupakan hasil
dari penelitian yang peneliti sajikan dalam karya tulis ini, A.) Bagaimana
tanggung jawab terhadap perlindungan hak anak dalam Peraturan Bupati

Purwakarta No 70 A tahun 2015 tentang Desa Berbudaya yang ditinjau
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dengan hukum Islam, B.) Bagaimana ketentuan tanggung jawab terhadap
perlindungan hak anak dalam Peraturan Bupati Purwakarta No 70 A
tahun 2015 tentang Desa Berbudaya.

Bab Kelima penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-
saran, kesimpulan yang akan menjawab pokok-pokok permasalahan yang
terdapat dalam rumusan masalah dan berisi tentang saran-saran yang
menjadi agenda pembahasan yang lebih lanjut dimasa yang akan

mendatang.
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BAB I
TANGGUNG JAWAB TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK

MENURUT HUKUM ISLAM

A. Anak dan Hak-Haknya Dalam Islam.

1. Terminologi Anak
Secara umum anak adalah seseorang yang lahir dari rahim seorang

ibu, sebagai akibat dari hasil hubungan persetubuhan pria dan wanita.®
Pengertian anak dalam Islam disosialisasikan sebagai makhluk ciptaan
Allah SWT vyang arif dan berkedudukan mulia yang keberadaannya
melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehedak
Allah SWT. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Al-qur’an surat

Al Isra’ ayat 70 sebagai berikut:
e whUiBY3y p3ally Gl 8 ahlikAg 25T 4 Lia5E Ll
Yosad3 GELE 52 a8 (e fhtillady ozl
Artinya: Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak

Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan[862], Kami beri
mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan
kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami
ciptakan.[862] Maksudnya: Allah memudahkan bagi anak Adam
pengangkutan-pengangkutan di daratan dan di lautan untuk memperoleh

penghidupan?.

!Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 112
“Surat al Isra’: 70, lihat: Al-Qur’an in Word dan Terjemahnya
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Dalam ayat diatas menyebutkan bahwa Anak merupakan mahkluk
yang paling mulia yang diberi rizki yang baik serta dianugrahi dengan
berbagai kelebihan-kelebihan yang tidak diberikan oleh Allah kepada
mahkluk lainnya.?

Anak Sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagia akibat
perkawinan yang sah. Perngertian tersebut memberikan penfsiran bahwa
anak sah adalah anak yang dibenihkan dan lahir di dalam perkawinan yang
sah. Begitu juga apabila anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang
sah namun pembuahan dilakukan di luar perkawinan atau anak tersebut
dibenihkan dalam perkawinan yang sah namun dilahirkan diluar
perkawinan.’

Anak Zina, Dalam pandangan Islam, yang dapat disebut anak zina
adalah setiap anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak sah, baik
salah satu atau keduanya terikat pernikahan dengan orang lain ataupun
tidak.”

Anak Sumbang (incest) atau sering disebut anak hasil dari
penodaan darah yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-
laki dan seorang perempuan dimana diantara keduanya dilarang untuk
melangsungkan perkawinan baik karena terikat hubungan darah, hubungan

semenda, hubungan sepersusuan.®

*Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi., 112.

*Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 181
>Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi., 112

® Kompilasi Hukum Islam, (t.t: Permata Press), 70
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Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang
perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-
laki yang telah membenihkan anak dirahimnya.’

Anak Mula’nah merupakan anak yang dilahirkan oleh seseorang
wanita yang di li’an oleh suaminya, apabila li’an itu terbukti maka status
anak tersebut menjadi anak tidak sah ( Mula’nah) dan kedudukannya sam
dengan anak zina.?

Jika ditarik kesimpulan dari beberapa pengertian anak dalam Islam
diatas yakni anak adalah seseorang yang lahir dari rahim seorang ibu,
sebagai akibat persetubuhan laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan

perkawinan yang sah agama dan Negara.

Hak-Hak Anak Dalam Islam
Islam merinci lebih jauh tentang hak-hak anak dan mengingatkan
secara tegas kewajiban orang tua dan masyarakat untuk memerhatikan dan
memenuhi hak-hak anak tersebut. Di antara hak-hak anak dalam Islam

sebagai berikut:
a. Hak Mendapatkan Perlindungan

Hak anak yang paling utama dalam Islam adalah hak
perlindungan. Perlindungan di sini terutama dari segala situasi dan
kondisi yang tidak menguntungkan, yang dapat membuat anak

menjadi terlantar atau membuatnya menjadi manusia yang dimurkai

7Y, Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin (Malang: Setara Press,
2017), 45
® Ibid., 46-47
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Tuhan. Islam mengajarkan agar upaya perlindungan dan pengasuh
anak dilakukan jauh sebelum kelahirannya ke muka bumi. Seperti
firman Allah dalam QS Ibrahim (14): 35:

28
2

o1 130 51 5g 5 cais 5 el A 1300 s Sy do0 it JB B 5
Artinya: Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berkata: Ya Tuhanku,

Jadikanlah negeri ini (Mekah), negeri yang aman, dan jauhkanlah
aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala.’

Dalam ayat di atas yakni doa Nabi Ibrahim untuk anak nak
cucunya agar terhindar dari penyembahan berhal.® Jika dikaitkan
dengan hak mendapatkan perlindungan dalam konteks anak maka
disini orang tua selaku memiliki tanggung jawab penuh atau
masyarakat dan Negara harus mampu dan diwajibkan untuk
melindungi anak-anaknya dari hal-hal yang membahayakan mereka
seperti kejahatan, kekerasan dll.

Upaya perlindungan lainnya adalah mendaftarkan atau
mencatatkan kelahiran sang anak ke instansi pemerintah terkait
(seperti kantor catatan sipil) agar memiliki akta kelahiran yang
sangat diperlukan kelak ketika sang anak beranjak dewasa.™

b. Hak Untuk Hidup dan Tumbuh Kembang

Hak lain yang tidak kurang pentingnya adalah hak anak untuk

hidup dan bertumbuh-kembang. Ini terlihat jelas dari anjuran islam

untuk menyusukan anak paling kurang selama dua tahun. Anak-anak

% Surat Ibrahim: 35, lihat: Al-Qur’an in Word dan Terjemahnya
19 Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah (Jakarta: Lembaga Tafsir Qur’an, 2014), 388
1 Musdah Mulia, “Hak-Hak Anak Dalam Islam”, Islah, (2014), Vol 3, 21
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berhak mendapat penyusuan dari air susu ibunya kurang lebih dua

tahun.

:yj\.é/j./;ﬁj} L5 L@Mj'ﬂ /:ﬁ.lﬁ')’ djf.db }...53
.ol3 A

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua

tahun penuh yakni bagi mereka yang ingin menyempurnakan
penyusuan.*?

Dalam ayat diatas menjaleskan tentang para ibu menyusui
anak-anak mereka selama dua tahun penuh. Pembatasan dua tahun
itu ditujukan bagi orang yang ingin menyempurnakan masa
menyusui anaknya. Jika di kaitkan dalam konteks ini untuk
mempercepat tumbuh kembang anak dan kelangsungan hidup anak,
ASI ibu memang sangat bagus untuk anak karena banyak memiliki
beberapa manfaat yakni (Untuk memenuhi seluruh kebutuhan nutrisi
anak dan meningkatkan kecerdasan anak)'®. maka dari itu islam
menganjurkan untuk memberikan ASI anak agar dalam proses
tumbuh kembangnya bisa menjadi anak yang baik dan cerdas.

c. Hak Mendapatkan Pendidikan

Setelah masa penyusuan lewat, mulailah tugas orang tua
(ayah dan ibu) untuk mendidik anak, terutama pendidikan agama dan
pendidikan budi pekerti. Pendidikan itu dapat diberikan dengan

beragam metode sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan

psikologis anak. Di antaranya, pendidikan melalui pembiasaan,

12 Surat al-Bagarah: 233, lihat: Al-Qur’an in Word dan Terjemahnya
3 Karinta Ariani Setiaputri, “Manfaat ASI Untuk Mendukung Kesehatan Ibu dan Anak” , Jurnal
Kesehatan, (2015), Vol 1, 30
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pemberian contoh teladan, nasehat dan dialog, pemberian hadiah atu
penghargaan (kalau melakukan sesuatu yang baik atau prestasi) dan
juga hukuman (kalau melakukan sesuatu yang buruk), dan
sebagainya®. Hukuman sebaiknya tidak diberikan dalam bentuk
pemukulan fisik atau semacamnya karena, itu dapat dikategorikan
sebagai tindakan kekerasan terhadap anak. Seperti dalam hadist di
bawah ini:

‘Seorang ayah yang mendidik anak, itu jauh lebih baik
daripada ia bersedekah setiap hari sebanyak satu sha’ (HR.
Tirmidzi)’

Penjelasan dari hadist diatas menjelaskan tentang Pendidikan
di lingkungan keluarga lebih diarahkan kepada penanaman nilai-nilai
moral keagamaan, pembentukan sikap dan perilaku yang diperlukan
agar anak-anak dapat mengembangkan dirinya secara optimal, dan
Anak senantiasa diajarkan untuk bersikap dan perilaku yang halus,

lembut, sopan, santun, jujur, disiplin, arif dan bijaksana.*

. Hak mendapatkan Nafkah

Hak anak lainnya adalah hak mendapatkan nafkah dari orang
tua sesuai dengan aturan yang digariskan oleh Allah. Firman Allah

dalam QS An Nisa’ ayat 34:

14 Musdah Mulia, Hak-hak Anak., 3

B 1bid., 4
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Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita,
oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki)
atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki)
telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.®

Dalam penejelasan ayat diatas bahwasannya Hak nafkah bagi
seorang anak wajib dipenuhi oleh ayahnya, terutama ketika ayah dan
ibunya bercerai. Sejumlah hadist memaparkan keharusan seorang
ayah memberikan nafkah yang baik dan halal, bukan yang diperoleh
dari jalan yang syubhat atau meragukan, apalagi yang haram, demi
kepentingan dan kelangsungan hidup anak-anaknya®”.

e. Hak Mendapatkan Cinta Kasih

Sudah menjadi fitrahnya bila setiap orang tua mencintai
anak-anaknya. Walaupun demikian Islam masih juga memerintahkan
agar orang tua memperlihatkan perasaan cinta kasihnya itu kepada
anak-anaknya, sehingga anak betul-betul merasa bahwa orang tuanya
itu mencintai dan mengasihi. Setiap anak punya hak untuk
mendapatkan dan merasakan wujud nyata dari perasaan cinta kasih
orang tuanya.'® Seperti dalam hadist yang tercantum dalam kitab
Dalilul Falibib (Bab Ta’dzimu Hurumatil Muslim, Hadist no 4 dan 5:

Dalam Hadist no. 4 dari Abi Hurairah ra. la berkata: Nabi

SAW mencium Hasan bin Ali, dan saat itu di samping beliau ada Al
Agro’ bin Habis. Al Aqro’ berkata: Aku punya 10 orang anak,

1° Surat an-Nisa’: 34, lihat: Al-Qur’an in Word dan Terjemahnya
7 Slamet Abidin, Figh Munakahat 1 (Bandung: CV. Pusaka Setia, 1999), 166
18 Abdullah Nashih Ulwan, Tarbiyatul Aulad fil Islam (Beirut: Darus Salam, 1985), 67
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namun aku belum pernah mencium seorang pun dari mereka!
Mendengar hal itu, Rasulullah kemudian berkata sambil memandang
dia. ‘Barang siapa yang tidak mengasihi ia pun tidak akan dikasihi
(HR. Bukhori-Muslim)."

Sedang dalam hadist no. 5 diceritakan dari Aisyah ia berkata:
serombongan orang badui datang menghadap Rasulullah SAW
seraya berkata: ‘apakah kamu mencium anak-anakmu?’. Para sahabat
menjawab: ‘Ya’. Mereka berkata: ‘Akan tetapi, demi Allah, kami
tidak mencium‘. Maka Rasulullah SAW bersabda: ‘Apakah dayaku
bila Allah telah mencabut rasa sayang dari batinmu’(HR. Bukhori-
Muslim).?

Dari penjelasan kedua hadist diatas yang menggambarkan
bahwa Nabi SAW. Benar-benar mewujudkan perasaan cinta
kasihnya kepada anak-anak dengan menciumnya, dan mengkritik
orang tua yang tidak pernah mencium anak-anaknya.*

. Hak Untuk Bermain

Anak adalah anak, bukan orangtua berbadan kecil. Artinya,
menurut alaminya, usia anak adalah usia bermain. Pernyataan yang
demikian dibenarkan oleh para ahli psikologi perkembangan maupun
para ahli pendidikan.Untuk itu, sangatlah tidak dibenarkan bila
orangtua dengan sengaja menjauhkan anak-anaknya dari dunia

bermain ini.Setiap anak punya hak untuk bermain sesuai dengan

tingkat perkembangan usianya.Yang penting buat orangtua adalah

¥ Ibnu “Alan As- Shiddigit, Dalilul Falibin, ( Mesir: Maktabah Musthafa al-Bani), 55

2l HM. Budiyanto, “Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam”, Jurnal (FTIK) UIN Sunan Kalijaga,
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bisamengarahkan permainan anak ini kearah yang positif.Misalnya
yang bisa memperluas pengetahuan anak.*?

Rasulullah saw telah memberikan contoh yang indah dalam
hal ini. Diriwayatkan, pada suatu hari Nabi memimpin sembahyang
berjamaah.Waktu itu datanglah Hasan dan Husain, cucu-cucu
beliau.Sewaktu Nabi sedang sujud, keduanya menaiki punggung
beliau, dan Nabi memperpanjang sujud sampai kedua cucu tersebut
turun dari punggung.Setelah selesai sembahyang para sahabat
bertanya kenapa beliau melakukan salah satu sujudnya lama sekali.
Nabi menjawab: Kedua cucu saya naik ke punggung saya dan saya

tidak tega menyuruh mereka turun.?

Dari kejadian itu dapat diambil pengertian bahwa Nabi tidak
suka menjauhkan anak-anak dari dunia permainannya, walaupun hal
itu sangat menganggu buat diri beliau.Bahkan dalam kesempatan
yang lain, Nabi Saw. bersabda:

Barangsiapa pergi ke pasar dan membeli sebuah mainan dan
membawanya pulang untuk anak-anaknya, maka apa yang
dilakukannya itu ibarat memberi sedekah kepada sekelompok orang
yang terlantar dan sangat membutuhkannya; dan hendaklah beri
lebih dahulu anak perempuan kemudian baru yang laki-laki. ”(Hadits
Sharif).*

2 |pid., 7

28 Ahmad Rofig, Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam (Jakarta: Unicef Indonesia, 2010), 13

?* Shun‘ani, Subulus Salam (Bandung: Maktabah Dahlan, 2007), 120
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Demikianlah Rasulullah Saw. mengibaratkan kebutuhan anak
terhadap bermain seperti kebutuhan seseorang yang sangat miskin

terhadap sedekah.”

B. Perlindungan Anak dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak Dalam Islam.

1.

Perlindungan Anak Dalam Islam

Perlindungan anak menurut hukum Islam mengandung pemenuhan
hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang membahayakan diri
dan jiwanya. Hak-hak dinyatakan secara jelas dalam ayat-ayat al-Qur’an
dan hadist-hadist Rasulullah SAW. Perhatian yang besar terhadap
perlindungan anak dan pemenuhan hak-haknya menunjukkan
kesempurnaan syari’at Islam terhadap kelompok mahkluk lemah yang
tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan tidak dapat
melindungi diri dari hal-hal yang dapat membahayakan diri dan jiwanya.
Pengakuan Islam terhadap hak-hak anak dan hak-hak asasi manusia, yang
baru dicetuskan pada abad keduapuluh. Hal ini menunjukkan bahwa sudah
dari dahulu perlindungan bagi anak diatur dan menjadikan petunjuk
kebenaran bagi umat seluruh alam.?

Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih
sayang yang diwujudkan dalam pemenuhan hak dasar anak dan
perlindungan dari perilaku kekerasan dan diskriminasi. Jika demikian
halnya, perlindungan anak dalam Islam berarti menampakkan apa yang

dianugerahkan oleh Allah didalam hati kedua orang tua yaitu berupa kasih

% 1bid

% Suci Hidayati, “Perlindungan Anak Dalam Islam «, Jurnal Hikam, (2001), Vol 3, 52
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sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasar
anak sehingga anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal
serta melindungi mereka dari tindak criminal kekerasan yang
mencerminkan perilaku ketidakadilan kepada anak sebagai amanah dari
Allah.?’

Penampakan kasih sayang dan pemenuhan hak dasar anak dapat
tercapai apabila anak dalam keadaan normal. Namun ketika anak berada
dalam situasi yang tidak normal, misalnya menjadi anak yatim, anak
terlantar karena kemiskinan, bencana alam, krisis politik dan ekonomi,
menjadi korban kekerasan dan sebagainya, maka anak membutuhkan
perlindungan dan penanganan. Itulah yang disebut hak perlindungan

khusus bagi anak.?®

Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak Dalam Islam
a.) Prinsip Kelangsungan Hidup
Asas kelangsungan hidup adalah hak asasi yang paling
mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah,
masyarakat, keluarga, dan orang tua. Dalam QS. Al-An’am ayat 151
Allah SWT berfirman:
e b b il i g ihts 14855 o gl o5 S il
I Ly Koy 3805 . 0 ) AT g G T 1885 g ket U

3\

2" Ibnu Anshori, Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam (Jakarta: Sinar Mandiri, 2013), 13

% 1bid
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Artinya: ...dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan
yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi,
dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah
(membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.
demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu
memahami(nya).?

Quraish Shihab mengungkapkan bahwa pesan ayat di atas
adalah larangan menghilangkan keberadaan, yakni: Dan janganlah
kamu membunuh anak-anakmu karena kamu sedang ditimpa
kemiskinan dan mengakibatkan kamu menduga bahwa bila mereka
lahir kamu akan memikul beban tambahan. Jangan khawatir atas diri
kamu. Bukan kamu sumber rezeki, tetapi kamilah sumbernya. Kami
akan memberi, yakni menyiapkan sarana rezeki kepada kamu sejak
saat ini dan juga kami akan siapkan kepada mereka, yang penting
adalah kalian berusaha mendapatkannya®.

Motivasi pembunuhan yang dibicarakan oleh ayat Al-An’am
ini, adalah kemiskinan yang sedang dialami oleh ayah dan
kekhawatirannya akan semakin terpuruk dalam kesulitan hidup
akibat lahirnya anak. Karena itu di sini Allah segera memberi
jaminan kepada sang ayah dengan menyatakan bahwa: kami akan
memberi rezeki kepadamu, baru kemudian dilanjutkan dengan
jaminan ketersediaan rezeki untuk anak yang dilahirkan, yakni

melalui ayat itu dan kepada mereka yakni anak-anak mereka™'.

» Surat al-An’am: 151, lihat: Al-Qur’an in Word dan Terjemahnya

%0 Qur’an Departemen Agama RI, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2016), 541

31 Muhaemin B, “Prinsip-Prinsip Dasar tentang hak perlindungan Anak (Tinjauan Quranik, Hadist,
dan Hukum Positif”), Jurnal Syariah, (2008), Vol 4, 80-81
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b.) Prinsip Keadilan (Non Diskriminasi)

Perlakuan diskriminasi, misalnya perlakuan yang membeda-
bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya
dan bahas, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi
fisik dan atau mental. Perlakuan ketidakadilan diantaranya adalah
tindakan keberpihakan anak antara anak yang satu dan lainnya, atau
kesewenang-wenangan terhadap anak®. Firman Allah SWT QS Al-

Maidah ayat 8:

¥y L bidll 1035 & e133 155s8 1siaT cpddt 185
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi
orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah,
menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu
terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil.
Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan

bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa
yang kamu kerjakan.®

Dalam ayat di atas sudah dijelaskan setiap manusia harus
berlaku adil dalam apapun terlebih dalam hal perlindungan terhadap
anak-anak mereka. Karena anak adalah titipan dari sang ilahi untuk
di jaga dengan seadil-adilnya dan juga bukan sebagai alat untuk
melampiaskan kekesalan orang tua semata.

Pada panti asuhan, diskriminasi terhadap anak tidak
ditemukan. Mereka diperlakukan sama dalam hak dan pelayanan.

Pemerintah juga memberikan bantuan secara merata tanpa melihat

* Ibid., 82
% Surat al-Maidah: 8, lihat: Al-Qur’an in Word dan Terjemahnya
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perbedaan ras, agama, golongan/kelompok. Meskipun tidak
ditemukan adanya diskriminasi pada pelayanan / pembinaan anak
namun tetap diharapkan perhatian yang lebih baik dari semua pihak
khususnya pada pada penambahan gizi dan pembiayaan pendidikan
anak asuh**

Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam
semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh
pemerintah, masyarakat maka kepentingan yang terbaik bagi anak
harus menjadi pertimbangan utama.*®

c.) Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah
penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan
menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama
jika menyangkut hal-hal yang akan mempengaruhi kehidupannya®®.

Dalam hal tersebut dimaksudkan untuk memberi kebebasan
kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelek

tualisasinya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak.
Seperti contoh pada panti asuhan, Kkebebasan berekspresi

diwujudkan dalam bentuk pelatihan, perlombaan seni, dan

olahraga®

% Konsideran “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional” (Surabaya: Dinas Pendidikan, 2016), 60

% Muhaemin B, Prinsip-Prinsip Dasar.., 83

% Ipid., 83.

¥ Ibid
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C. Tanggung Jawab Perlindungan Anak Oleh Keluarga Dalam Islam.

Meskipun berada dalam posisi keterbatasan, yakni hukum Islam
sebagai hukum positif (hukum nasional) tidak lantas menghilangkan nilai-
nilai keagungannya sebagai agama rahmatan lil’alamin dengan
menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memperhatikan keselamatan
umat manusia di muka bumi ini. Salah satu hal dari banyak tema yang
mendapat perhatian secara serius dalam hukum Islam adalah tentang anak.
Sejak awal atau bahkan jauh sebelum adanya indikasi tentang munculnya
undang-undang perlindungan terhadap anak agama Islam, secara serius
telah terlebih dulu melestarikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai
kemanusiaan dengan terbitnya ayat-ayat yang membahas perlindungan dan
pemberian hak-hak terhadap anak.

Dalam hal ini Al qur’an telah banyak membahas dan
mengisyaratkan kepada manusia bahwa perlindungan terhadap anak pada
dasarnya adalah tugas dan kewajiban dari orang tua yang harus dilakukan

sejak  kecil.

Sumber Hukum Islam, Alquran sebagai telah
mendeskripsikan dan mengeksplorasi hak serta kepentingan terhadap anak
sebagai generasi penerus. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap

anak, secara umum Al-qur’an telah menggambarkan hak-hak dasar

kemanusiaan yang tidak seorang pun, kelompok atau bangsa manapun

% Abdul Mustakim, “Kedudukan dan Hak-hak Anak dalam Perspektif al-Qur’an”, Jurnal Musawa
Vol 4, No. 2, (2006), 49-50
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yang bisa membatasi bahkan menekan hak-hak tersebut.®® Firman Allah
dalam QS An Nisa’ Ayat 9 sebagai berikut:
Ilsadds AT akls ol Tl s 45 (dls o 5 )l (s

oz b

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang
seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang
mereka Kkhawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu
hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka
mengucapkan perkataan yang benar.*

Ayat di atas memerintahkan supaya orang-orang tidak memiliki
keturunan yang lemah dengan ungkapan ‘hendaknya orang-orang takut jika
meninggalkan dibelakang mereka keturunan yang lemah yang
menghawatirkan mereka’.**

Jika dilihat dari ayat di atas tanggung jawab perlindungan anak
oleh keluarga dapat diklarifikasikan menjadi 3 macam yakni:

1.) Perlindungan Anak yang lemah fisik
Sebagai amanah dari Allah SWT, keluaga memiliki
tanggung jawab penuh terhadap anak-anaknya yang lemah
fisik. Tentunya anak harus dijaga dan dilindungi dari
berbagai bahaya yang mengancam terhadap fisik, jiwa, dan
keimanannya. Menjaga kondisi fisik anak misalnya dengan

memberikan makanan dan minum, memberikan tempat

tinggal yang layak, dan memberikan pakaian yang sesuai

% Junaidi, Jerat Perbudakan Masa Kini (Jakarta: Bina Purna Pariwara, 2003), 75

“0 Surah an-Nisa’: 9, lihat: Al-Qur’an in Word dan Terjemahnya

* Makalah Seminar Nasional Fikih Anak, Majelis Tarjih dan tajdid Pimpinan Pusat
Muhammadiyah (Surabaya: Universitas Muhammadiyah, 2016), 71
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atau yang layak untuk anak. Menjaga kesehatannya dengan
memberikannya makanan dan minuman yang bergizi,
memberikan vitamin atau nutrisi, mengajaknya berolahraga,
dan mengobatinya jika sakit*?

2.) Perlindungan Anak yang lemah Spiritual

Yakni dapat dilakukan dengan cara menjaga keimanan
anak dengan cara memberikan pendidikan agama sejak dini,
melindungi mereka dari hal-hal yang dapat mengurangi
bahkan merusak keimanannya. Rasulullah SAW bersabda:
‘setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (islam), maka
orang tuanya yang menjadikannya yahudi, nashrani, atau
majusi’ (HR. Bukhari-Muslim).

Hadist tersebut berpesan tentang pentingnya peran orang
tua terhadap pendidikan spiritual anak. Anak ibarat kertas
putih. Kertas putih tersebut dapat ditulisi dengan berbagai
macam warna tinta, terserah kepada pemilik kertas tersebut
(orang tuanya).

Setiap perkataan, sikap dan perbuatannya akan di contoh
oleh anak. Ketika orang tau mengharapkan anaknya sopan
santun, maka orang tuanya menjadi figur yang memberikan
contoh sopan santun kepada orang lain, ketika orang tuanya

meminta anak untuk taat aturan, maka orang tuanya

%2 Sapandi, Islam dan Perlindungan Anak, lihat: www. Kompasiana.com>Idris (Diakses pada Hari
Rabu 01 April 2020 Jam 19.30 WIB)
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memberikan contoh taat aturan. Jika dapat dilihat dari
contoh dan sabda Nabi SAW di atas memang peran orang
tua lebih utama dalam pembentukan dan perlindungan
terhadap anak yang lemah spiritual baik anak biologis

ataupun sosiologis.*

Pandangan Islam hidup diduniawi ukhrawi merupakan satu

kesatuan. Dunia tempat menanam dan akhirat tempat menuai. Apa yang

anda tanam disini akan memperoleh buahnya disana. Islam tidak mengenal

istilah amal dunia dan amal akhirat keduanya adalah suatu hal yang penting

untuk mengarahkan pandangan kepada akhirat sebagai tujuan dan kepada

dunia sabagai sarana untuk mencapai tujuan.

Berbicara tentang anak, Islam juga memperhatikan kebutuhan anak

sejak janin berada dikandungan, bahkan proses perlindungan itu sudah

harus diberikan sejak:

1. Memilih jodoh, dimana Rasulullah memberi petunjuk agar

seorang laki-laki memilih seorang perempuan dimana ia
akan menumpahkan nuthfahnya yang oleh Al Qur’an
diibaratkan sebagai “lading/hartsun” karena hartanya,
keturunannya, kecantikannya atau agamanya. Rasulullah
merekomendasikan agar memilih  pasangan lantran
agamanya. Meskipun sabda Rasulullah terkait dengan

rekomendasi terhadap laki-laki yang akan memilih

“ 1bid
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pasangan hidup, perempuan pun dalam menjatuhkan pilihan
tentu juga harus memperhatikan rekomendasi ini.

2. Memasuki kehidupan rumah tangga dimulai dengan agad,
yang merupakan janji suci seorang laki-laki dan perempuan
di depan Allah swt yang di dalam surat An Nisa’ ayat 21
disebut sebagai mitsagan ghalidha.

3. Rasulullah menyuruh pasangan suami istri yang akan
melakukan hubungan khusus memulainya dengan doa.

4. Ketika seorang perempuan dalam masa kehamilan,
dianjurkan memperbanyak membaca Al-Qur’an.

5. Ketika seorang bayi lahir, Islam juga mensyariatkan agar
dibacakan adzan ditelinganya.

6. Ketika ia akan disusukan ibunya, ibu hendaknya
membiasakan diri memulai dengan bacaan basmalah dan
mengakhirinya dengan bacaan hamdalah.

Jika demikian banyak perlindungan yang harus diberikan pada anak
dalam rangka mempersiapkan mereka agar dapat melindungi diri sendiri,
permasalahannya adalah siapa sebenernya yang menjadi penanggung jawab
terhadap perlindungan anak. Merujuk lepada Al-Qur’an surah At Tahrim

ayat 6:

1Y)
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu;
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai
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Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu
mengerjakan apa yang diperintahkan.

Dan hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, yang
artinya: setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua
orang tuanya lah yang menyebabkan anaknya menjadi yahudi, nasrani,
atau majusi.

Dari ayat dan hadist Rasulullah saw ini, terlihat jelas bahwa
penanggung jawab utama atas perlindungan anak adalah kedua orang tua
anak tersebut. Selain itu dalam Islam ada kewajiban mengeluarkan zakat
bagi yang mampu, di mana orang tua seorang anak tidak mampu
melakukan fungsi perlindungan yang menjadi tanggung jawab mereka,

maka fungsi tersebut dapat diambil oleh orang lain, organisasi, maupun

Negara.**

D. Tanggung Jawab Perlindungan Anak Oleh Masyarakat dan Negara Dalam
Islam.

Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban dan
tanggung jawab Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua
yang meliputi perlindungan di bidang agama, pendidikan,kesehatan dan
sosial. Upaya perlindungan hukum terhadap anak, baik anak laki-laki
maupun perempuan dilakukan melalui pencegahan dan pemberantasan
kekerasan terhadap anak.

Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin

tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak

* zulfa Ahmad , Jurnal Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam, Vol 4, 143
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tersebut berhak diasuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku®. Firman Allah SWT QS Al

Bagarah ayat 220 sebagai berikut:

E3

K AER G G S I A [T N[O TR SR P R V(R
Boela 3l . ¢;h:§5s UL Y - PR STIT T RS WA

LS e b O]l f Ky
Artinya: Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang
anak yatim, katakalah: Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik,
dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu;
dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang
Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat

mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi
Maha Bijaksana.*°

Jika dilihat dari ayat di atas bahwasannya, anak yatim piatu dan anak
yang terlantar itu masih merupakan tanggung jawab semua pihak seperti
masyarakat, Negara, atau lembaga perlindungan anak dalam hal pemenuhan

hak-hak mereka sebagai anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan
anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak,
lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi-organisasi
kemasyarakatan, organisasi sosial,atau lembaga pendidikan.

Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat
atau tingkat yang minimal sama dengan perlindungan terhadap orang-
orang dewasa perempuan maupun pria, karena setiap orang memiliki

kedudukan yang sama didepan hukum (equality before the law).

*> Muhaemin B, Prinsip-Prinsip Dasar., 84
*® Surat al-Bagarah: 220, lihat: Al-Qur’an in Word dan Terjemahnya
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Masalahnya perlindungan yang harus diberikan tidak semata-mata bisa
didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu:
ekonomi,sosial, dan budaya, serta psikologi.*’

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam
kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum
merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita
mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi
kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan
yang membawa akibat negative yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan
perlindungan anak.*

Adapun tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin
terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan
sejahtera.*®

Beberapa prinsip yang dijadikan dasar terhadap hak perlindungan anak

berdasarkan ayat-ayat ahkam dalam Al-Qur’an. Pertama, prinsip sebagai amanah

Allah swt.,anak adalah amanah Allah swt. Yang dititipkan kepada kedua orang tua.

Kata “Amanah” yang terdapat dalam Qs (4) : 58, yang terjemahannya,

“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepda yang berhak

*" Noer Indriati, “Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban
Perdagangan di Indonesia”, Jurnal, (2016), Vol 4, 409
“®Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak (Jakarta: Akademika Presindo, 1989), 19

* Tedy Sudrajat, “Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia, (kanun

Jurnal IImu Hukum)”, Jurnal Kanun, 2015, Vol 3, 54
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menerimanya....”, amanah dalam ayat tersebut bermakna segala bentuk amanah
yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan perintah Allah Swt. Dan

dilaksanakan dengan adil pula.

Kedua, prinsip perlindungan dan pengembangan fitrah anak. Seorang anak
yang dilahirkan, membawa potensi dasar atau fitrah beragama. Ajaran Islam
menyatakan bahwa manusia sejak lahir telah membawa potensi dasar. Potensi dasar
tersebut dinamai “fitrah” yaitu sebuah kemampuan yang ada dalam diri manusia
untuk selalu beriman dan mengakui adanya Allah Swt. Yang maha esa sebagai
pencipta manusia dan alam. Dalam Al-Qur’an, kata fitrah berbagai bentuknya
terulang sebanyak dua puluh delapan kali. Namun, kata fitrah yang dijadikan rujukan
dalam tulisan ini adalah sebagai mana dalam Al-Qur’an surah Ar-Rum ayat 30 yang
artinya, “maka hadapkanlah wajahmu kepada agama, (pilihan) fitrah Allah yang
telah menciptakan manusia atas fitrah itu “. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah.

Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.*

*% Hafsa h, Jurnal Kajian Hak Pendidikan Dan Agama Anak Dalam Keluarga Muslim Di Kota Medan,
vol 10, 174
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BAB Il
TANGGUNG JAWAB PERLINDUNGAN ANAK MENURUT
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NO. 70 A TAHUN 2015

TENTANG DESA BERBUDAYA

A. Sekilas Profil Kabupaten Purwakarta Demografi Dan Geografis.
1) Sejarah Kabupaten Purwakarta.

Kebupaten purwakarta pada awalnya merupakan bagian dari
kabupaten karawang sejak era VOC pada 1630. Pada abad ke-18
Kabupaten Purwakarta dijadikan lumbung beras dan teh sebagai basis
logistic Kerajaan Mataram saat penyerangan VOC ke Batavia.
Kekayaan buminya juga digunakan untuk menopang kekuatan dagang

Hindia Belanda.

Berdasarkan keputusan Jendral Hindia Belanda pada 20 Juli
1831 Perwakarta dijadikan pusat ibu Kota Kabupaten Karawang dan
sebagai mana pusat pemerintahan. Kabupaten Purwakarta terbentuk
Berdasarkan UU No.4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-
Undang No.4 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten dalam lingkungan Privinsi Jawa Barat.*

! http://www.purwakartakab.go.id/articles/sejarah-purwakarta, (Diakses pada hari sabtu, 25 April
2020, jam 14.00 WIB)
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2) Letak Geografis.

Kabupaten Purwakarta, adalah sebuah Kabupaten di Provinsi
Jawa Barat dengan luas wilayah seluas 971,72 Km atau 2,81% dari
luas wilayah Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Purwakarta terletak di
antara 107 derajat 30’- 107 derajat 40’ Bujur Timur dan 6 derajat 25°-
6 derajat 45° Lintang Selatan. Kabupaten Purwakarta memiliki tiga
zona atau klasifikasi daerah yaitu daerah pegunungan, bergelombang,
atau berbukit serta dataran randah. Daerah pegunungan sebanyak 22
Desa (11,46%), daerah bergelombang/berbukit sebanyak 69 Desa
(35,94%), dan dataran rendah lebih dari setengahnya yaitu 101 Desa

(52,60%).

Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Purwakarta
berbatasan dengan Kabupaten Karawang di bagian Barat dan sebagian
wilayah Utara, Kabupaten Subang di bagian Utara dan sebagian
wilayah bagian Timur, Kabupaten Bandung di bagian Selatan, dan
Kabupaten Cianjur di nagian Barat Daya. Kabupaten Purwakarta
berada pada titik temu tiga koridor utama lalu lintas yang sangat
strategis, yaitu Purwakarta —Jakarta, Purwakarta Bandung dan

Purwakarta-Cirebon.?

? Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta, Purwakarta Dalam Angka 2015, katalog BPS:
1102001.3214, 3
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3) Demografi.
a. Jumlah Penduduk

Secara administratif, Wilayah kepemerintahan di kabupaten
Purwakarta meliputi 17 Kecamatan yang terdiri dari 183 Desa, 9
Kelurahan, 1.129 Rukun Warga (RW) dan 3.508 Rukun Tetangga
(RT). Berikut statistik penduduk Kabupaten Purwakarta
berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 sampai
dengan 2014 disajikan dalam table 1.1 Statistik Penduduk

Kabupaten Purwakarta.®

Tabel 1.1 Statistik Pendududk Kab. Purwakarta.

Uraian 2013 2014
Jumlah Penduduk 898.001 910.007
Jumlah Penduduk Laki-laki 457.578 463.506
Jumlah Penduduk Perempuan 440.423 446.501
Sex Ratio (L/P) (%) 103.89 103.81
Laju Pertumbuhan Penduduk 1.42 1.33
Kepadatan Penduduk (Jiwa) 924 936

% 1bid., 41
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b. Pendidikan
Berikut Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 7
sampai 18 tahun menurut jenis kelamin pada tahun 2009-2013

disajikan dalam Tabel 2.1 APS Penduduk Menurut Usia dan Jenis

Kelamin.

7-12 | 2013 0,27 99,16 0,57
2014 0,23 99,63 0,14
13-15 | 2013 1,24 86,41 12,35
2014 0,00 92,06 7,94
16-18 | 2013 0,54 5,60 93,86
2014 0,84 10,32 88,84
19-24 | 2013 0,54 5,60 93,86
2014 0,84 10,32 88,84

Adapun jumlah murid, guru dan sekolah di Kabupaten
Purwakarta disajikan pada Tabel 2.2 Jumlah Murid, Guru dan

Sekolah di Kabupaten Perwakarta.*

* Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta Tahun 2015, 42
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Uraian Sekolah

SD 102.288 5.235 444
Negeri 98.449 5.022 429
Swasta 3.839 213 15
SLTP 34.556 1.474 102
Negeri 32.739 1.379 87
Swasta 1.817 95 15
SMU 10.368 553 21
Negeri 9.096 476 14
Swasta 1.272 77 7
SMK 15.644 706 39
Negeri 6.940 291 6
Swasta 8.704 415 33

c. Kesehatan

Fasilistas rujukan berobat jalan masyarakat Kabupaten
Purwakarta hasil Susenas 2014 vyang terbanyak adalah
memanfaatkan praktek dokter atau klinik yaitu mencapai 46.38%.

Berikut statistik kesehatan Kabupaten Purwakarta tahun 2013
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sampai dengan 2014 disajikan dalam Tabel 2.3 Statistik

Kesehatan Kabupaten Purwakarta.’

Tempat Pelayanan Pengobatan (%)

Rumah Sakit Pemerintah 7,92 4,79
Rumah Sakit Swasta 3,87 6,35
Praktek Dokter 27,13 46,38
Puskesmas 29,80 21,28
Petugas Kesehatan 37,00 27,61
Pengobatan Tradisional 2,07 1,64
Dukun Bersalin 0,69 1,00
Lainnya 1,23 1,78

Penolong Kelahiran (%)

Dokter 12,35 13,08
Bidan 52,67 55,73
Tenaga Medis Lain 0,05 0
Dukun 24,98 29,90
* Ibid., 42
47
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Keluarga 0 1,3

4)  Visi, Misi Kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan Peraturan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta tahun
2013 - 2018 wvisi daerah adalah: “PURWAKARTA
BERKARAKTER” untuk mewujudkan visi maka serangkaian tujuan
terukur dan terstruktur dibuat dalam bentuk misi. Adapun misi

Kabupaten Purwakarta yaitu:®

1. Mengembangkan Pembangunan Berbasis Karifan Lokal yang
Bernilai Religiusitas, Berorientasi, Pada Keunggulan Pendidikan,
Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Pememrataan Ekonomi yang

Berkeadilan Bagi Seluruh Masyarakat.

2. Pengembangan Struktur Wilayah dan Tata Ruang yang
Berorientasi Pada Keutuhan Lingkungan Baik Hulu Maupun Hilir

serta Unsur Tanah, Air, Udara dan Matahari.

3. Mengembangan Struktur Pemerintahan yang Berorientasi
Kepuasan Pelayanan Publik, Berbassis Perdesaan yang

Berorientasi Kemakmuran Rakyat.

® Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018, 7
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Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Selain misi, Kabupaten
Purwakarta memiliki prioritas pembangunan daerah yang terbentuk

dalam Sembilan Tangga Cinta Purwakarta, yaitu:’

1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah
melaui bantuan pembangunan rumah tidak layak huni, pemberian

bantuan modal peternakan atau modal usaha.

2. Perlindungan jaminan kesehatan ghari tua dan kematian bagi
seluruh masyarakat, peningkatan kualitas puskesmas rawat inap

dan pembentukan bank gizi di setiap puskesmas.

3. Pengembangan sistem penyelenggaraan pendidikan yang berbasis
kearifan lokal yang bernilai religionis melalui pengenalan baca
tulis Al-Qur’an sejak dini, integrasi pendidikan dasar Sembilan
tahun, penguatan nilai tujh hari istimewa, pendidikan gratis bagi
masyarakat berpenghasilan rendah sampai tingkat SLTA,
beasiswa bagi siswa atau mahasiswa berprestasi istimewa,
optimalisasi bantuan kelembagaan sosial dan keagamaan sebagi
basis ketahanan kultur/tradisi serta peningkatan kualitas hidup
para pendidik tradisi(guru ngaji, muadzin, imam jum’at, khatib

dil).

" Ibid., 1
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4. Pengembangan sistem pertanian organic di 17 kecamatan yang
terintegrasi dengan sistem kehutanan, perkebunan, perternakan,
perikanan, dan ketahanan energy serta penguatan pusat
pengobatan tradisional dan lumbung obat tradisional di
Kecamatan Pasawahan, Pondoksalam, Wanayasa, Kiarapedes, dan

Darangdan.

5. Penyempurnaan bangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi,
jaringan listrik, dranise perkotaan serta pengembangan sistem dan

jaringan air bersih siap minum bagi masyarakat.

6. Pengembangan layanan administrasi pemerintahan yang berbasis
perdesaan melalui penguatan sistem E-Governement sampai
tingkat RT, penguatan peran desa sebagia basis otonom Negara
melalui program investasi desa serta peningkatan kualitas hidup
kepala desa atau perangkat desa, Bamusdes, LPM, Karang
Taruna, Tim Penggerak PKK, Linmas, Kader Posyandu, Kadus,

RW, dan RT.

7. Pengembangan program investasi melalui penguatan dan
pembukaan kawasan industry baru meliputi Kecamatan
Bungursari, Campaka, Cibatu, Babakancikao, Jatiluhur, Sukatani,
Plered, Tegalwaru. Serta pengembangan kawasan kota hijau
(Green City) di Kecamatan Pondoksalam, Sukatani, Darangdan,

Bojong dan Wanayasa.
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8. Pengembangan Purwakarta sebagai Kabupaten Parawisata melalui
penataan ruang public, penataan bangunan perkotaan, penataan
kawasan Gor Purnawarman, penataan Mesjid Agung Purwakarta,
pengembangan pusat kuliner berbasis tradisi, penataan pusat
kerajinan keramik plered, penataan kawasan perdagangan ciri
khas Purwakarta Kecamatan Sukatani dan Bungursari,
pengembangan Jatiluhur, Sukasari, Tegalwaru, Sukatani sebagai
daerah Parawisata berbasis hutan dan Air, Penataan Situ
Bungursari, Penyempurnaan kawasan Situ Buleud, Situ
Wanayasa, Situ Cikumpay, Situ Cingangsa, serta Penataan

Kawasan Wisata Hutan Cirende, Wanawali dan Cibukamanah.

9. Penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan Pasar
Tradisional Leuwipanjang, Maniis, Sukatani, Bojong, Wanayasa,
Pasawahan, Darangdan, Cibatu, dan Campaka. Serta

penyempurnaan Pusat perbelanjaan Pasar Jum’at.

B. Konsideran Peraturan Bupati Purwakarta No. 70 A Tahun 2015 Tentang
Desa Berbudaya.

1.) Aspek Sosial
Terdapat beberapa pertimbangan sosiologis yang perlu diuraikan
terkait dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor.70 A Tahun 2015

tentang Desa Berbudaya.
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Kurangnya atau rendahnya kesadaran masyarakat terhadap rasa
tanggung jawab terhadap anak-anak mereka sehingga tidak terkontrol
dengan baik. Salah satu alasan yang mendasari kondisi ini adalah
kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang program Desa yang
berbasis Budaya ini, sehingga perlu pendekatan khusus kepada
masyarakat agar masyarakat bisa diajak kerjasama dalam
mensukseskan program Desa berbasis budaya.

Selama ini dalam konten remaja, para orang tua atau tanggung
jawab mereka terhadap anak-anaknya sangat kurang atau mpun lemah
seperti, dibiarkannya anak keluar rumah hingga larut malam, dalam hal
pendidikan juga masih banyak anak yang tidak menghiraukan
pentingnya pendidikan, dan juga dalam hal pergaulan masih banyak
yang masih berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan muhrim
bahkan ada juga yang masih terjerumus ke dalam kemaksiatan seperti
hubungan seks. ®

Sanksi bagi yang melanggar yang sudah ada dalam Perda No 70
A tahun 2015 BAB VIII pasal 14, masih terbilang cukup lemah
dikarenakan tidak ada yang mengawal, menegaskan, dan mengontrol
sebuah sanksi tersebut, sehingga masih banyak warga atau masyarakat

yang masih melanggar atau tidak menjalankannya. Karena sebelum

® Perda Bupati Purwakarta No.70 A Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya (Purwakarta: Bupati
Purwakarta, 2015), 5
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adanya peraturan tersebut warga masih bebas dan tidak rasa tanggung
jawab terhadap Desa dan anak mereka masing-masing.’

Kondisi sosial sebagaimana duraikan tersebut berdampak besar
terhadap sistem Desa berbasis Budaya dan nilai-nilai kearifan lokal.
Bahkan sistem yang dibuat pemerintah Kabupaten Purwakarta sampai
saat ini belum semua faham akan sistem tersebut sebagaimana yang
diharapkan saat dibentunya Perda Buapti Purwakarta No. 70 A tahun
2015 tentang Desa Berbudaya. Maka dari itu didalam pembuatan Perda
ini utamanya di dalam pertimbangan di cantumkan tentang bagaimana
jalannya peraturan ini, yakni yang berbunyi: bahwa dalam rangka
penguatan tugas, fungsi dan peranan pemerintahan Desa diperlukan
suatu penyelenggaraan pemerintahan Desa yang berbasis budaya dan
nilai-nilai  kearifan lokal yang terintegrasi dengan sistem

pemerintahan Desa secara nasional.™

2.) Aspek Yuridis

Berdasarkan evaluasi dan analisis peraturan perundang-
undangan yang telah ada di Kabupaten Purwakarta yakni Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495) masih terdapat beberapa kendala dalam hal bagaiman

cara meratakan informasi sistem yang sudah ada dalam peraturan

® Ibid., 6
19 1bid
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perundang-undangan agar dalam satu wilayah atau Kabupaten
memiliki satu peraturan yang mengatur dan mengikat. Oleh karena itu
dibutuhkan peraturan khusus guna mendukung berjalannya peraturan
yang sudah ada seperti membuat Perda atau peraturan yang lain.™*
Sehingga segenap pemerintah dan para jajarannya pada tahun
2015 berinisiatif untuk membuat Perda Bupati Purwakarta No. 70 A
Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya dengan pertimbangan yang
berbunyi: Bahwa untuk mewujudkan penguatan tugas, fungsi, dan
peranan pemerintahan Desa Sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu dibentuk Desa Berbudaya di Kabupaten Purwakarta dengan

berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.*?

C. Tujuan Peraturan Bupati Purwakarta No. 70 A Tahun 2015 Tentang Desa

Berbudaya Bagi Perlindungan Hak Anak.

Setelah dikeluarkan permendagri No. 53 Tahun 2011 Jo No. 80
Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, maka setiap
kepala daerah seakan-akan berlomba-lomba menciptakan payung hukum
berupa Peraturan Daerah (Perda) untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan
yang diembannya. Berkaitan dengan pengembangan warga Yyang
berbudaya dan martabat tinggi telah diterbitkan beberapa contoh payung
hukum berupa perda dan aplikasinya dimasyarakat salah satunya dengan
munculnya Perda Bupati Purwakarta No. 70. A Tahun 2015 Tentang Desa

Berbudaya. Tujuan dibentuknya atau dikeluarkannya Perda No. 70 Tahun

1 1bid
2 1pid
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2015 sesuai yang tercantum dalam Perda di Bagian Kedua, Maksud dan
Tujuan (Pasal 2) yakni yang berbunyi: (a.) Sebagai pedoman dalam
penyelenggaraan pemerintahan Desa yang berbasis budaya lokal, (b.)
Untuk meningkatkan kinerja pemerintahan Desa yang berbasis budaya
lokal. Selain tujuan yang tercantum di atas munculnya perbub ini menurut
hasil wawancara dari salah satu pegawai kecamatan di pondoksalam yang
ada di Kabupaten Purwkarta yang bernama Bapak Supandi, menurut beliau
selain beberapa tujuan yang ada, ada salah satu tujuan yang awalnya
berawal dari keuh kesah warga, meneluhkan anak-anak mereka banyak
yang hamil di luar akibat pergaulan dan seks bebas, ada juga ngopi hingga
larut malam sampai sekolah mereka tercecer. Sehingga mendengar keluh
kesah warga kami selaku pegawai di tingkat kecamatan melakukan diskusi
untuk membahas masalah dan untuk diajukan ke pemeritahan pusat.*®
Dalam Perda Bupati Purwakarta No. 70 A Tahun 2015 yang salah
satu pasal yang ada dalam Perda tersebut yang mencantumkan tentang
perlidungan anak dalam berbagai hal, yakni dalam BAB V (PENATAAN
KEHIDUPAN SOSIAL,LINGKUNGAN HIDUP, KEPARAWISATAAN,
DAN KEAMANAN Pasal 6:(a.) melarang keras pacaran bagi anak di
bawah umur 17 tahun. (b.) warga masyarakat yang berumur di atas 17
tahun (tujuh belas) tahun dilarang berpacaran baik didalam maupun di luar

rumah lebih dari jam 21.00 WIB, kecuali didampingi oleh orang tua dan

13 Supandi, Wawancara.. (Rabu, 11 Maret 2020)
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keluarganya. (c.) anak usia sekolah dilarang berada di luar rumah lebih
dari pukul 21.00 W1B.*

Menurut Bupati Dedi alasan dikeluarkannya atau dibuatnya Perda
No. 70 A adalah: (a.) untuk menyikapi maraknya anak belum berusia 17
tahun yang melanggar etika sosial di masyarakat, (b.) untuk menjaga dan
melindungi ahklak mualia para remaja Purwakarta dari hal-hal yang tidak
diinginkan seperti kehamilan diluar nikah, (c.) untuk mengembalikan Desa
di Kabupaten Purwakarta sebagai pusat budaya di Indonesia.

Lebih lanjut dikemukakan Dedi bahwa untuk realisasi kebijakan
tersebut adalah (a.) Di setiap Desa atau Kelurahan yang ada Purwakarta
dibentuk kelompok bernama Badega Lembur, yang bertugas malakukan
control dan pengawasan,(b.) Di setiap perbatasan Desa dipasang kamera
pengintai CCTV bahkan (c.)Kepala Desa Cilandak, Dadan Jakria sudah
mendahului dengan cara membuat portal di semua jalan dan gang desa dan
menahan KTP, kartu Mahasiswa, dan atau kartu pelajarnya ditahan ketika
akan wakuncar.®

Berdasarkan hal-hal tersebut sangat logis jika Bupati Purwakarta
Dedi Mulyadi mengeluarkan UU No.70 A yang mengatur orang
berpacaran, dan dilarangnya anak berusia di bawah umur mengendarai
motor dan memberikan sanksi hukum bagi pelanggarnya. Disamping itu
untuk mengembalikan dan mengembangkan daerah Kabupaten Purwakarta

sebagai desa berbudaya dan pusat budaya Indonesia dengan payung

¥Sudjiono, Pro Kontra Perda No.70 A Kabupaten Purwakarta Larangan Berpacaran ( Malang:
Universitas Malang, 2016), 752.

5 1bid
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Hukum Perda No. 70 A sangat sesuai karena berdasarkan konsep
resiprokal dan atau pembelajaran sosial bandura (1986). Setelah adanya
Perbub ini diharapkan semua warga atau masyarakat di kabupaten
purwakarta bisa mentaatinya sehingga keadaan bisa menjadi kondusif dan
perlindungan anak bisa dijalankan sesuai aturannya. ‘® Lingkungan
merupakan tempat seseorang membentuk perilakunya. Oleh karena itu jika
lingkungan kota Purwakarta diatur dan dikondisikan sesuai Perda No. 70
A maka dimungkinkan perilaku warga Purwakarta dan sekitarnya juga
memiliki ahklak mulia dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan,
dan juga dengan adanya Perda No. 70 A Tahun 2015 bisa menjadi slah
satu cara melindungi hak-hak anak dalam pergaulan, pendidikan dan

keselamatan dalam berlalu lintas.!’

. Jaminan Perlindungan Hak Anak Dalam Peraturan Bupati Purwakarta No

70 A tahun 2015 tentang Desa Berbudaya

Mengenai tanggung jawab pemerintahan daerah dalam Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 diatur dalam beberapa pasal yang
diantaranya mewajibkan dan memberikan tanggung jawab untuk
menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama,ras,
golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum,
urutan kelahiran, dan kondisi fisik, dan mental serta melindungi dan
menghormati hak anak dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan

melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.

1% Supandi, Wawancara(Rabu, 11 Maret 2020)

7 1bid

57



Kemudian dalam undang-undang ini pemerintah daerah berkewajiban
dan bertanggung jawab melaksanakan dan mendukung kebijakan
nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah yang
dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun/ kota layak anak
dan Kketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan
perlindungan anak.™®
1. Jaminan Perlindungan Hak Anak Dalam Keselamatan
Berlalu Lintas

Dalam melakukan perlindungan terhadap anak-anak dalam
berlalu lintas, Kementrian Perhubungan memberikan perhatian
yang lebih agar terciptanya keselamatan bagi anak-anak dengan
memperingati Hari Anak Nasional (HAN). Pemerintah juga
menyatakan tekadnya kepada masyarakat untuk meningkatkan
kesadaran dan kepedulian terhadap keselamatan lalu lintas
jalan bagi anak-anak Indonesia.

Salah satu peran yang terpenting adalah berasal dari
keluarga. Dalam berlalu lintas keluarga dapat memberikan
kontribusi untuk menekan tingginya angka kecelakaan lalu
lintas yang menjadikan anak menjadi korban, bahkan pelaku
kecelakaan lalu lintas, sehingga menumbuhkan generasi
penerus bangsa yang sehat, cerdas, memiliki empati dan

kepedulian terhadap sesama.

'8 Hardjon, Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Jakarta: Eresco, 2007), 5
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Menurut World Health Organization (WHO) tahun 2011,
Indonesia tiap tahunnya harus kehilangan hingga 400 ribu
nyawa anak dibawah usia 25 tahun karena kecelakaan lalu
lintas, angka ini setara dengan kematian remaja setiap harinya.
Pada 2014 dari data Korlantas Porli, jumlah kecelakaan lalu
lintas mencapai 95.906, dengan jumlah korban meninggal
dunia 28.897 jiwa dan luka-luka 136.581 orang. Dalam rentang
lima tahun terakhir (2012-2016), anak-anak di bawah umur
yang menjadi pelaku kecelakaan mencapai 21 ribuan orang.
Angka itu setara dengan 4,25% dari total pelaku kecelakaan
yang tercatat di Indonesia.

Dari data diatas menggambarkan bahwa Indonesia sedang
dihantui oleh fenomena akan rusak dan hilangnya generasi
penerus bangsa yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas.
Hal ini tentunya mendapatkan perhatian yang serius dari
berbagai pihak, salah satunya di daerah Purwakarta.™

Lantas Polres Purwakarta mengadakan kegiatan sosiolisasi
Millenial Road Safety Festival menuju Indonesia Gemilang
yang dilakukan di beberapa SMK di Purwakarta. Tujuan dari
kegiatan ini adalah agar masyarakat atau pelajar lebih
mengetahui akan pentingnya keselamatan dalam berkendara.

Dalam sosialisasi ini petugas kepolisian menjelaskan dan

9 Rini Fitriani, Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi
Hak-Hak Anak (Jakarta: Sinar Grafis, 2011), 252
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mempraktikan tata tertib cara berlalu lintas kepada ratusan
pelajar dan puluhan guru. Selain itu, menyampaikan UU No 22
tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan dan
mengimbau larangan berkendara berboncengan lebih dari satu
orang agar selalu menggunakan helm SNI serta tidak
menggunakan ponsel pada saat berkendara. Dengan diadakan
kegiatan sosialisasi tersebut diharapkan para pelajar atau
remaja lebih memahami akan pentingnya tertib lalu lintas.
Anak-anak tidak hanya menjadi korban pada saat ini,
namun tak jarang mereka sudah menjadi pelaku penyebab
terjadinya kecelakaan, baik menjadikan anak sebagai korban
maupun pelaku, perlu dikaji mendalam dan dicari solusi
terbaik. Keluarga mempunyai peranan penting untuk
melindungi anak dan memberikan teladan. Seperti halnya
dalam berlalu lintas, pemakain helm keselamatan diatur dalam
Undang-Undang (UU) No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas
(LLAJ). Para pesepeda motor dan penumpangnya wajib
memakai helm sesuai Standard Nasional Indonesia (SNI). Ada
sanksi bagi pelanggar aturan itu, yakni denda maksimal Rp.
250 ribu atau penjara maksimal satu bulan. Dari pemaparan di
atas maka tidak heran jika Bupati Purwakarta mencamtumkan
aturan tentang dilarang anak dibawah umur untuk berkendara

dengan motor dan aturan itu diatur di Pasal 6 Huruf(e.) yakni:
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“Anak yang berusia di bawah umur dilarang menngendarai

kendaraan bermotor”.

Sebuah keteladanan bukan semata harus dilakukan orang
tua. Para guru, penegak hukum maupun para biroktorat serta
para pemimpin mutlak memberi teladan bagaimana berlalu
lintas. Dan tentunya dapat memberikan konstribusi untuk

menyelamatkan generasi penerus.?

. Jaminan Perlindungan Hak Anak Dalam Pendidikan

Dalam dunia pendidikan, UU No. 35 tahun 2014
memberikan suatu kenyamanan bagi masyarakat dalam
menjalani peran sebagai orang tua. Demikian halnya, ketika
orang tua memiliki anak yang masih sekolah ada rasa
kenyamanan dalam memberangkatkan anak ke sekolah. UU ini
menyelaraskan tujuan orang tua dan guru dalam membina anak
menjadi manusia seutuhnya.

UU berperan positif dalam memberikan jaminan hukum
kepada anak atau siswa dalam mengikuti pembelajaran di
sekolah. Seorang siswa akan mendapatkan kepastian untuk
menerima pembelajaran dengan baik dari guru yang mengajar
di sekolahnya. UU tersebut juga menjamin seorang siswa

dalam mengembangkan pengetahuan, meningkatkan

20 1bid
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kreativitas, dan ekspresi belajar dalam menguasai pembelajaran
yang diberukan oleh gurunya.?

Pendidikan merupakan aspek terpenting dalam melihat
perkembangan kualitas anak sebagai penerus bangsa,
sedangkan problematika pendidikan di Indonesia masih
ambivalen antara tujuan pendidikan dengan kebijakan di
pendidikan itu sendiri. Permasalahan pendidikan seperti masih
terbatasnya akses pendidikan berkualitas yang didapat oleh
anak didik baik itu sarana maupun prasarana penunjang
pendidikan. Pendidikan dan penagajaran yang doperlukan oleh
anak didik tidak hanya berupa pendidikan umum/khusus di
bidnag akademik tetapi juga pendidikan moral/karakter dimana
peran keluarga lebih dominan dalam pembentukan kepribadian
anak didik.

Pemkab Purwakarta bertekad meraih predikat kota ramah
Anak, untuk menjadi wilayah ramah anak haruslah mempunyai
sistem pembangunan berbasis layak anak dan pemenuhan hak-
hak anak yang terintergrasi dan berkelanjutan. Akan tetapi
menurut Anne Ratna Mustika, Bupati Purwakarta pada masa
sekarang Purwakarta memang belum mendapatlan predikat
kota layak anak. Padahal secara infrastruktur telah mendekati

seluruh instrument yang dibutuhkan menjadi kota layak anak.

2! http://www.Kemenpppa.qgo.id, (Diakses pada hari jumat, 10 April 2020, Jam 09.00 WIB)
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Selanjutnya program pendidikan berkarakter serta
penguatan pendidikan berbasis vokasional. Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak
(DINSOSP3A) Kabupaten Purwakarta mengungkapkan
indikator wilayah ramah anak di antaranya ada peran
keluarga, termasuk kaum ibu dalam melaksanakan
pengasuhan dan pendidikan berbasis layak anak, karena
membantu hak-hak anak dalam kehidupan sehari-hari dengan
memberikan pendidikan dan pembelajaran®?. Oleh karena itu
Bupati membuat Perda Purwakarta No. 70. A Tahun 2015
Tentang Desa Berbudaya yang dialam Perda tersebut
tercantum dalam Pasal 6 Huruf(h) dan (i) tentang aturan
pendidikan untuk anak yakni: (h.) Anak usia sekolah wajib
mengikuti pendidikan formal, (i.) Anak usia sekolah dilarang
berada diluar rumah lebih dari pukul 21.00 WIB. Sehingga
dengan adanya peraturan tersebut khususnya orang tua bisa
lebih memperhatikan anak dalam hal pendidikan, karena
pendidikan untuk anak itu penting sehingga menunjang masa
depannya khususnya dibidang pendidikan.

3. Jaminan Perlindungan Hak Anak Dalam Pergaulan

Pemerintah Purwakarta, Jawa Barat, memiliki Satgas

perlindungan anak. Pembentukan Satgas perlindungan anak itu

22 http://www.Kemenpppa.go.id, (Diaksees pada hari jumat, 15 Mei 2020, Jam 12.00 WIB)
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merupakan pelaksanaan dari Peraturan Bupati Nomor 69
Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkarakter dan Peraturan
Bupati Nomor. 70 A Tahun 2015 tentang Daerah Berbudaya.
Hal itu dikemukakan oleh Bupati Purwakarta tahun 2015 yaitu
Dedi Mulyadi saat dimintai tanggapan ihwal pentingnya
pembentukan Satgas perlindungan anak. Tujuan pembentukan
satgas guna melindungi rasa aman dan nyaman anak-anak dari
ancaman praktik kriminalitas, pergaulan bebas (berpacaran)
dan sudah dibentuk sampai tingkat RT.

Dalam kedua peraturan bupati tersebut salah satu poinnya
disebutkan agar tidak terjadi aksi kekerasan (Kriminalitas) dan
pergaulan bebas (Berpacaran) terhadap anak-anak sekolah atau
dibawah umur di lingkungan masyarakat dan keluarganya, di
semua jenjang pemerintahan harus dibentuk satgas. Dan satgas
sudah berjalan efektif sejak kedua peraturan bupati itu
diberlakukan per 1 Oktober 2015. Satgas perlindungan anak
merupakan gabungan dari aparat desa, Babinkam Polri,
Babinsa TNl AD, Hansip atau Badega Lembur, para tokoh
masyarakat dan tokoh adat.

Pembentukan Satgas perlindungan anak diusulkan psikolog
dan ketua Dewan Pembina Komnas Anak, Seto Mulyadi karena
merasa miris menyaksikan terjadinya pergaulan bebas

(berpacaran) yang berujung pada seks bebas sehingga dapat
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merusak masa depan generasi mudah terhadap anak yang
belakangan ini terjadi di kota-kota besar?®. Maka dari itu selain
Bupati Purwakarta membentuk satgas perlindungan anak
Bupati Purwakarta juga mencantumkan aturan yang
menyangkut dalam hal pergaulan yakni dalam pasal 6 huruf(l)
dan (m) yang berbunyi: () Warga masyarakat yang berumur
17 (tujuh belas) tahun ke bawah (usia remaja) dilarang
berpacaran. (m.) Warga masyarakat yang berumur di atas 17
(tujuh belas) tahun dilarang berpacaran baik didalam maupun
diluar rumah lebih dari pukul 21.00 WIB, kecuali didampingi
oleh orang tua atau keluarganya. Dengan adanya peraturan
diatas masyarakat atau orang tua bisa mentaati, bertanggung
jawab dan menjalankan peraturan tersebut sehingga dapat
menjaga dan melindungi anak-anaknya dari hal-hal yang tidak
di inginkan khususnya dalam hal kekerasan dan pergaulan

bebas.

% Tian Puspita Sari, Sinkronnisasi Hak-Hak Anak Dalam Hukum Positif Indonesia (Malang: Sinar

Grafika, 2011), 351
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BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHDAP TANGGUNG JAWAB
PERLINDUNGAN HAK ANAK MENURUT PERATURAN BUPATI

PURWAKARTA NO 70 A TAHUN 2015 TENTANG DESA BERBUDAYA

A. Analisis Tanggung Jawab Perlindungan Hak Anak Dalam Peraturan
Bupati Purwakarta No 70 A tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya

Kebupaten purwakarta pada awalnya merupakan bagian dari
kabupaten karawang sejak ers VOC pada 1630. Pada abad ke-18
Kabupaten Purwakarta dijadikan lumbung beras dan teh sebagai basis
logistic Kerajaan Mataram saat penyerangan VOC ke Batavia.
Berdasarkan keputusan Jendral Hindia Belanda pada 20 Juli 1831
Perwakarta dijadikan pusat ibu Kota Kabupaten Karawang dan sebagai
mana pusat pemerintahan. Kabupaten Purwakarta terbentuk Berdasarkan
UU No.4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang No.4 Tahun
1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
lingkungan Privinsi Jawa Barat.

Kabupaten purwakarta juga memiliki letak goegrafis yang mana
Kabupaten Purwakarta ini terletak di Provinsi Jawa Barat dengan luas
wilayah seluas 971.72 Km persegi atau 2,81% dari luas wilayah Provinsi
Jawa Barat. Kabupaten purwakarta terletak di antara 107 derajat 30 —

107 derajat 40’ Bujur Timur dan 6 derajta 25’ — 6 derajat 45’ Lintang
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Selatan. Kabupaten Purwakarta memiliki tiga zona atau Klasifikasi
daerah yaitu daerah pegunungan, bergelombang atau berbukit serta
daratan rendah.

Berdasarkan peraturan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Rencana
Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-
2018 Visi daerah adalah “PURWAKARTA BERKARAKTER” untuk
mewujudkan visi tersebut maka serangkaian tujuan terukur dan
terstruktur dibuat dalam beberapa misi yang dalam salah satu misi
tersebut terdapat tujuan dan sasaran perlindungan anak. Sehingga pada
tahun 2015 Bupati Purwakarta pada saat itu yang menjabat yakni Dedi
Mulyadi membuat produk aturan hukum yang berupa “PERATURAN
BUPATI PURWAKARTA NO0.70 A TAHUN 2015 TENTANG DESA
BERBUDAYA?”, dan itu sesuai dengan Permendagri No.53 Tahun 2011
Jo No. 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Dalam Perda tersebut di salah satu bab/pasal terdapat beberapa konten
tentang aturan-aturan terhadap perlindungan anak dimana jika di tarik
garis besar konten tersebut sesuai dengan misi dari Kabupaten
Purwakarta sendiri yang berbunyi: “Mengembangkan Pembangunan
Berbasis Karifan Lokal yang Bernilai Religiusitas, Berorientasi, Pada
Keunggulan Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan
Pememrataan Ekonomi yang Berkeadilan Bagi Seluruh Masyarakat”.

Adapun tujuan dimana dibuatnya Perda tersebut selain dari

Permendagri No.53 Tahun 2011 Jo No. 80 Tahun 2015 Tentang
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Pembentukan Produk Hukum Daerah, ada juga dari pertimbangan dari
berbagai pemerintah atau masyarakat yang resah akan generasi muda,
remaja, anak yang semakin tahun banyak yang terjerumus kedalam hal-
hal yang tidak diinginkan salah satunya yakni pergaulan bebas, dan
masih banyak yang tidak menghiraukan tentang pentingnya jenjang
pendidikan bagi mereka.

Sesuai Perda Bupati Purwakarta No. 70 A Tahun 2015 yang salah
satu pasal yang ada dalam Perda tersebut yang mencantumkan tentang
perlidungan anak dalam berbagai hal, yakni dalam BAB V (PENATAAN
KEHIDUPAN SOSIAL,LINGKUNGAN HIDUP, KEPARAWISATAAN,
DAN KEAMANAN Pasal 6:(a.) melarang keras pacaran bagi anak di
bawah umur 17 tahun. (b.) warga masyarakat yang berumur di atas 17
tahun (tujuh belas) tahun dilarang berpacaran baik didalam maupun di luar
rumah lebih dari jam 21.00 WIB, kecuali didampingi oleh orang tua dan
keluarganya. (c.) anak usia sekolah dilarang berada di luar rumah lebih
dari pukul 21.00 W1B.*

Menurut Bupati Dedi alasan dikeluarkannya atau dibuatnya Perda
No. 70 A adalah: (a.) untuk menyikapi maraknya anak belum berusia 17
tahun yang melanggar etika sosial di masyarakat, (b.) untuk menjaga dan
melindungi ahklak mualia para remaja Purwakarta dari hal-hal yang tidak
diinginkan seperti kehamilan diluar nikah, (c.) untuk mengembalikan Desa

di Kabupaten Purwakarta sebagai pusat budaya di Indonesia.

? Sudjiono, Pro Kontra Perda., 752
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Berdasarkan hal-hal tersebut sangat logis jika Bupati Purwakarta
Dedi Mulyadi mengeluarkan UU No.70 A yang mengatur orang
berpacaran, dan dilarangnya anak berusia di bawah umur mengendarai
motor dan memberikan sanksi hukum bagi pelanggarnya. Disamping itu
untuk mengembalikan dan mengembangkan daerah Kabupaten Purwakarta
sebagai desa berbudaya dan pusat budaya Indonesia dengan payung
Hukum Perda No. 70 A sangat sesuai karena berdasarkan konsep
resiprokal dan atau pembelajaran sosial bandura (1986). Lingkungan
merupakan tempat seseorang membentuk perilakunya. Oleh karena itu jika
lingkungan kota Purwakarta diatur dan dikondisikan sesuai Perda No. 70
A maka dimungkinkan perilaku warga Purwakarta dan sekitarnya juga
memiliki ahklak mulia dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan,
dan juga dengan adanya Perda No. 70 A Tahun 2015 bisa menjadi salah
satu cara melindungi hak-hak anak dalam pergaulan, pendidikan dan
keselamatan dalam berlalu lintas.?®

Adanya perda di atas adalah untuk melindungi hak-hak anak, jika
diklarifikasikan dari perda diatas memiliki 3 jaminan untuk hak anak:
1.) Jaminan perlindungan hak anak dalam keselamtan berlalu lintas,
dimana dalam hal berlalu lintas masih banyak anak di bawah umur yang
mengendarai kendaraan bermotor tanpa memperhatikan keselamatan
mereka sendiri. Dalam hal ini seharusnya orang tualah yang seharus

berperan untuk mencegah atau menasehati agar anak-anak mereka yang

% 1bid
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masih di bawah umur untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor.
Karena apabila tidak di cegah maka akan banyak terjadi angka
kecelakaan kendaraan bermotor khususnya anak-anak dibawah umur.

Maka dari itu Bupati Kebupaten Purwakarta mengeluarkan
kebijakan dilarangnya anak dibawah umur mengendarai kendaraan
bermotor yakni untuk memberikan keselamtan kepada mereka dan juga
mereka dapat terjamin dari bahaya yang ada di jalan raya. Di sisi lain
orang tua juga punya peran untuk mencegah atau mengingatkan anak-
anaknya untuk mematuhi aturan yang ada sehingga keselamtan anak-
anak terjaga dengan baik.

2.) Jaminan perlindungan hak anak dalam pendidikan, seperti
dalam UU No. 35 Tahun 2014, memberikan suatu kenyamanan bagi
masyarakat dalam menjalani peran sebagia orang tua. Demikian halnya,
ketika orang tua memiliki anak yang masih sekolah ada rasa
kenyamanan dalam memberangkatkan sekolah.?® Dalam Perda Bupati
Purwakarta No. 70 A Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya, ada pasal
yang mewajibkan anak untuk mengikuti pendidikan formal. Dimana
dengan adanya peraturan tersebut maka di Kabupaten Purwakarta
pendidikan anak itu masih sangat penting untuk masa depan mereka.
Alasan Bupati Purwakarta mewajibkan anak usia sekolah untuk
mengikuti pendidikan formal yakni sebelum adanya peraturan ini atau di

berlakukannya peraturan ini di Kab.Purwakarta masih banyak anak-anak

2 http://www.Kemenpppa.go.id. (Diakses pada hari senin, 27 April 2020, Jam 22.00 WIB)
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yang meremehkan bahkan tidak bisa mersakan apa nama pendidikan
formal bagi mereka dan juga masih ada beberapa orang tua mereka tidak
mengontrol atau memperhatikan anak dalam masalah pendidikan.

Sehimgga Bupati Kab.Purwakarta pada saat itu Dedi Mulyadi
beserta jajaranya membuat atau mengeluarkan Perda No.70 A Tahun
2015 Tentang Desa Berbudaya guna untuk membantu mengkondusifkan
masalah pendidikan di Kabupaten purwakarta dan juga untuk
memberikan tanggung jawab kepada orang tua masing-masing untuk
selalu melindungi hak anak-anak mereka dalam masalah pendidikan.

3.) Jaminan perlindungan hak anak dalam pergaulan, pemerintah
Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Memiliki satgas perlindungan anak
guna untuk menlindungi anak dari pergaulan yang merugi anak dan
remaja di Kabupaten Purwakarta. Terbukti sebelum adanya satgas
perlindungan anak dan Perda Purwakarta yang mengatur tentang
pergaulan anak banyak terjadi kasus dimana dalam kasus tersebut yang
melakukan yakni anak-anak di bawah umur, seperti contoh kasus
berpacaran berdua-duan di tempat yang sepi sampai terjadi yang
namanya seks bebas, berciuman di tempat umum tanpa malu-malu.

Dari contoh kasus di atas bahwasannya masih lemahnya
perhatian orang tua kepada anak-anaknya dalam hal masalah pergaulan.
Dimana untuk mencegah terjadinya pergaulan bebas tersebut seharusnya
yang berperan penting yakni adalah orang tua mereka. Namun jika

dilihat dari berbagai lembaga yang mensurve masalah pergaulan anak di
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Kabupaten Purwakarta hasil dari surve tersebut tingga angak terjadinya
pergaulan bebas yang berujung pada seks bebas. Sehingga Bupati
Purwakarta mengeluarkan peraturan yang di dalamnya tertulis tentang
perlindungan hak anak dalam pergaulan.

Dimana memliki tujuan selain melindungi hak anak dalam
pergaulan yakni memiliki tujuan untuk memberikan peran atau tanggung
jawab kepada orang tua masing-masing untuk memperhatikan dan
melindungi anak-anaknya agar tidak terjerumus kedalam pergaulan yang
tidak diinginkan karena anak adalah sejatinya aset bangsa yang harus
dilindungi dari berbagai hal yang membahayakan mereka.

Kebersamaan dalam keluarga adalah momen berharga pada
waktu perkumpulan keluarga. Kebersamaan dalam keluarga menjadi
sangat penting karena adanya kebersamaan dalam keluarga terciptalah
sebuah ketahanan keluarga. Kerbersamaan yang indah yaitu suatu
perkumpulan dengan keluarga sehingga menciptakan kebahagiaan dan
kenyamanan. Diketahui bahwa seorang ibu adalah motor atau penggerak
untuk mewujudkan kumpul bersama keluarga dan peran seorang ibu
sangatlah penting untuk bisa melakukan manajemen waktu dan
mewujudkan waktu berkualitas dengan keluarga.

Dalam meningkatkan kebersamaan dalam keluarga bisa

dilakukan dengan cara makan bersama, menumbuhkan rasa tanggung
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jawab, mengadakan perayaan, mendengarkan isi hati anak, memberi
apresiasi, dan sering berkomunikasi.?’

perlindungan hak anak itu sangat diperlukan pemgontrolan
dengan baik dan tegas, karena sejatinya anak merupakan generasi
penerus bangsa dan negara yang akan datang. Jika perlindungan hak
anak tidak di kontrol dengan baik maka anak akan menjadi sasaran
dalam kekerasan atau pelampiasan kemarahan orang tuanya masing-
masing, bahkan juga bisa saja melakukan hal-hal yang dianggap
mrugikan dirinya sendiri seperti seks bebas, memakai narkoba. Di
Indonesia ini sudah banyak peraturan yang mengatur hak anak namun
masih kurang penegasan dan pengontrolan dalam pelaksanaan peraturan

tersebut.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Perlindungan Hak Anak
Dalam Peraturan Bupati Purwakarta No 70 A tahun 2015 Tentang Desa
Berbudaya

Agama Islam menjelaskan terkait dengan tanggung jawab
seseorang dalam berkehidupan sehari-hari, sebagaimana dalam surat Al
Mudatstsir ayat 38:

'y P P

Artinya: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah
diperbuatnya.?

%’ Faidatus Sa’dah, Analisis Maqasid Al Shari’ah Terhadap Indikator Dalam Peraturan Menteri
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013, Skripsi Mahasiswa
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2020, 76.

%8 Surat al-Mudatstsir: 38, lihat: Al-Qur’an in Word dan Terjemahnya
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Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa setiap manusia
dalam melaksanakan (berbuat) kehidupan sehari-hari baik itu dalam
kondisi-kondisi apapun atau dalam waktu dan tempat manapun harus
melakukannya dengan kebaikan. Dikarenakan kemudhorotan dalam
perbuatannya akan kembali pada dirinya sendiri dan terlebih akan diminta

pertanggung jawaban.

Anak dalam pandangan Islam memunculkan berbagai banyak
pengertian atau penjabaran baik dari hadist, Al-qur’an, dan pandangan
para ulama’-ulama’ hukum Islam sehingga dapat dijadikan satu
perngertian anak dalam Islam. Pengertian anak dalam Islam yakni
seseorang yang lahir dari rahim seorang ibu sebagai akibat persetubuhan
laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah menurut

agama dan Negara.

Islam merinci lebih jauh tentang hak-hak anak dan mengingatkan
secara tegas kewajiban orang tua dan masyarakat untuk memerhatikan dan
memenuhi hak-hak anak tersebut karena anak adalah titipan dari Allah Swt
untuk dijaga, diasuh, dan dilindungi hak-haknya sebagai anak. Namun
dimasa sekarang masih banyak sekali orang tua atau masyarakat yang
melalaikan atau tidak menghiraukan hak-hak anak sehingga anak dalam
keluarga banyak yang menjadi sasaran kekerasan dan pelampiasan

terhadap amarah orang tuanya.
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Perlindungan anak dalam islam sendiri jika dilihat dari ayat-ayat
Al-qur’an dan hadist-hadist Rasulullah Saw sangat memiliki perhatian
yang cukup besar karena perlindungan anak dan pemenuhan hak-haknya
menunjukan kesempurnaan dalam syariat Islam terhadap kelompok
mahkluk sosial yang lemah. Perlindungan anak dalam islam dalah
sejatinya untuk panampakan kasih sayang yang mana diwujudkan dalam
pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan dari perilaku kekerasan dan
diskriminasi yang mana sesuai dengak prinsip-prinsip perlindungan anak
dalam Islam yang ada 3 yakni: prinsip kelangsungan hidup, prinsip

keadilan (Non Diskriminasi), prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam Islam, keluarga adalah sebuah tatanan fitrah yang Allah
tetapkan bagi jenis manusia. Bahkan para Rasul dan Nabi Allah pun
menjalani hidup berkeluarga. Hal itu membuktikan bahwa keluarga adalah
sebuah instuti suci, mengandung hikmah dan memiliki misi ilahiah secara

abadi.

Perjalanan keluarga selanjutnya menharuskan orang tua untuk
bertanggung jawab terhadap anaknya, bahkan menharuskan orang tua
menyelenggarakan sosialisasi, memberikan arah pendidikan, pengisian
jiwa yang baik dan bimbingan kejiwaan terhadap anak-anaknya. Karena
anak adalah anugerah dan amanah dari Allah SWT yang harus di
pertanggung jawabkan oleh setiap orang tua dalam berbagai aspek
kehidupannya. Seperti perlindungan anak yang lemah fisik, dan

perlindungan anak yang lemah spiritual.
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Allah SWT memperingatkan kepada setiap orang tua sebagai
pemegang peranan yang penting dan amat berpengaruh terhadap anak-
anaknya untuk dijaga dan dilindungi dengan baik sebagaimana dalam

surah At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut:

e 55lsdly Wl a3sss 10 )6 (,’i:/lns’\j el 135 Taale 07 S0

SpB s Osladss ol T A Oslats ¥ Coals b3 B

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia
dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan
tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya
kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.?®

Islam menyadari pentingnya pemenuhan hak-hak dasar
perlindungan anak demi kepribadian anak. Sebagaimana hak anak adalah
bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan penuhi
baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Untuk
itu anak memebutuhkan perindungan anak bertujuan untuk menjamin
terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan.

Adapun tujuan dari perlindungan anak dalam Islam adalah untuk
menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

9 Surat at-Tahrim: 6, lihat: Al-Qur’an in Word dan Terjemahnya
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diskriminasi demi terwujudnya anak yang berkualitas berakhlak mulia dan
sejahtera.*

Jika di tarik garis merah bahwasannya analisis hukum Islam
tentang perlindungan hak anak menurut Peraturan Bupati No. 70 A Tahun

2015 tentang Desa Berbudaya ada tiga point:

a. Jaminan perlindungan hak anak dalam keselamatan berlalu lintas ini
sama dengan hak untuk mendapatkan perlindungan dimana sama-sama
memiliki tujuan yang sama yakni untuk menlidung anak dari hal
apapun yang membahayakan diri si anak ter sebut. Dan dalam Islam
hak untuk mendapat perlindungan ini sangat diperhatikan dikarenakan
anak adalah amanah dari Allah Swt yang harus dijaga dan dipelihara
sebaik mungkin agar kelak menjadi seseorang yang berguna bagi nusa

dan bangsa yang akan datang.

b. Jaminan perlindungan hak anak dalam pendidikan ini sangat berkaitan
dengan salah satu hak-hak anak dalam Islam yakni hak untuk
mendapatkan pendidikan. Kalau dilihat dari Perda dan hukum Islam
hak mendapatkan pendidikan ini sama-sama sangat penting bagi masa
depan anak. Namun dalam Islam sendiri sangat ditekankan agar anak
mendapatkan pendidikan yang layak seperti dalam hadist riwayat At
Tirmidz: “seorang Ayah yang mendidik anak, itu jauh lebih baik

daripada ia bersedekah setiap hari sebanyak satu shaf”. Dari hadist

% Tedy Sudrajat, “Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia”, Jurnal
Ilmu Hukum, (2007), Vol 1, No.1, 54
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diatas bahwasannya sudah sangat jelas bahwa hak untuk mendapatkan
pendidikan atau jaminan perlindungan hak anak dalam pendidikan
sangat penting sekali dikarenakan hak mendapatkan pendidikan bukan
hanya semata sekolah saja, namun meliputi pendidikan dalam keluarga,
pendidikan akhlak, pendidikan spiritual sehingga anak Kketika
menginjak dewasa akan menjadi anak yang mempunyai pengetahuan

yang baik.

c. Jaminan perlindungan hak anak dalam pergaulan, jika dikaitkan dengan
hak-hak anak dalam Islam yakni sama dengan hak mendapatkan
perlindungan karena sama-sama ingin melindungi dari pergaulan yang
dapat merugikan atau merusak masa depan anak. Dalam zaman yang
semakin maju terdapat pula bahaya yang dapat menyamcam pergaulan
anak. Salah satu contoh yakni pergaulan dalam hal pacaran atau pun
berteman dengan lawan jenis, dan jenis. Jika orang tua, dan keluarga
tidak memberikan sosialisasi tentang pergaulan yang baik kepada maka
anak tidak akan tau bagaimana pergaulan yang baik untuk masa

depannya.

Peran orang tua dan keluarga sangat berpengaruh sekali dalam masalah
penentuan pergaulan anak karena memang orang tualah yang tau bagaimana

pergaulan yang baik untuk anaknya.

Maka dari itu didalam Islam sangat penting perlindungan terhadap hak-

hak anak, karena anak adalah sebagai perhiasan keluarga, anak sebagai aset
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suatu Negara. Allah Swt memberikan amanah berupa anak untuk dijaga
bukan untuk disiksa dan juga bukan menjadi pelampiasan kekerasan semata
sehingga kelak orang tua akan dimintai pertanggung jawabnya atas apa yang

meraka lakukan dan berikan kepada anak-anak mereka.

Berbicara tentang anak, Islam juga memperhatikan kebutuhan anak
sejak janin berada dikandungan, bahkan proses perlindungan itu sudah
harus diberikan sejak:

1. Memilih jodoh, dimana Rasulullah memberi petunjuk agar seorang
laki-laki memilih seorang perempuan dimana ia akan menumpahkan
nuthfahnya yang oleh Al Qur’an diibaratkan sebagai “lading/hartsun”
karena hartanya, keturunannya, kecantikannya atau agamanya.
Rasulullah merekomendasikan agar memilih pasangan lantran
agamanya. Meskipun sabda Rasulullah terkait dengan rekomendasi
terhadap laki-laki yang akan memilih pasangan hidup, perempuan
pun dalam menjatuhkan pilihan tentu juga harus memperhatikan
rekomendasi ini.

2. Memasuki kehidupan rumah tangga dimulai dengan agad, yang
merupakan janji suci seorang laki-laki dan perempuan di depan Allah
swt yang di dalam surat An Nisa’ ayat 21 disebut sebagai mitsaqan
ghalidha.

3. Rasulullah menyuruh pasangan suami istri yang akan melakukan

hubungan khusus memulainya dengan doa.
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4. Ketika seorang perempuan dalam masa kehamilan, dianjurkan
memperbanyak membaca Al-Qur’an.

5. Ketika seorang bayi lahir, Islam juga mensyariatkan agar dibacakan
adzan ditelinganya.

6. Ketika ia akan disusukan ibunya, ibu hendaknya membiasakan diri
memulai dengan bacaan basmalah dan mengakhirinya dengan bacaan
hamdalah.

Jika demikian banyak perlindungan yang harus diberikan pada anak
dalam rangka mempersiapkan mereka agar dapat melindungi diri sendiri,
permasalahannya adalah siapa sebenernya yang menjadi penanggung
jawab terhadap perlindungan anak. Merujuk lepada Al-Qur’an surah At
Tahrim ayat 6:
b‘y\.e&.u\.@..ls U5 o7 18558 156 2Kkl aKal i3 iglate 20T 1638

034.65.’ ¥ O}L«uuj (..ajo\ cUJ\ dj.o.@u 'g b\.L./o

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu;
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai
Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu
mengerjakan apa yang diperintahkan.

Dan hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, yang
artinya: setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua
orang tuanya lah yang menyebabkan anaknya menjadi yahudi, nasrani,
atau majusi.

Dari ayat dan hadist Rasulullah saw ini, terlihat jelas bahwa

penanggung jawab utama atas perlindungan anak adalah kedua orang tua
anak tersebut. Selain itu dalam Islam ada kewajiban mengeluarkan zakat

bagi yang mampu, di mana orang tua seorang anak tidak mampu melakukan
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fungsi perlindungan yang menjadi tanggung jawab mereka, maka fungsi
tersebut dapat diambil oleh orang lain, organisasi, maupun Negara.

Peran masyarakat dan Negara sangat penting sekali dalam masalah
penentuan perlindungan hak anak karena memang selain orang tua,
masyarakat dan Negara juga sangat berperan dalam perlindungan hak anak
sehingga berdampak baik dalam kedepannya dan bermanfaat bagi nusa dan
bangsa.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan
anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak,
lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi-organisasi
kemasyarakatan, organisasi sosial,atau lembaga pendidikan.

Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat
atau tingkat yang minimal sama dengan perlindungan terhadap orang-
orang dewasa perempuan maupun pria, karena setiap orang memiliki
kedudukan yang sama didepan hukum (equality before the law).
Masalahnya perlindungan yang harus diberikan tidak semata-mata bisa
didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu:
ekonomi,sosial, dan budaya, serta psikologi.*

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam
kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum
merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita

mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi

31 Noer Indriati, “Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban
Perdagangan di Indonesia”, Jurnal, (2016), Vol 4, 409
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kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan
yang membawa akibat negative yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan
perlindungan anak.

Adapun tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin
terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas,
berakhlak mulia dan sejahtera.®

Beberapa prinsip yang dijadikan dasar terhadap hak perlindungan anak
berdasarkan ayat-ayat ahkam dalam Al-Qur’an. Pertama, prinsip sebagai amanah
Allah swt.,anak adalah amanah Allah swt. Yang dititipkan kepada kedua orang tua.
Kata “Amanah” yang terdapat dalam Qs (4) : 58, yang terjemahannya,
“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepda yang berhak
menerimanya....”, amanah dalam ayat tersebut bermakna segala bentuk amanah
yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan perintah Allah Swt.

Dan dilaksanakan dengan adil pula.

Kedua, prinsip perlindungan dan pengembangan fitrah anak. Seorang anak
yang dilahirkan, membawa potensi dasar atau fitrah beragama. Ajaran Islam
menyatakan bahwa manusia sejak lahir telah membawa potensi dasar. Potensi
dasar tersebut dinamai “fitrah” yaitu sebuah kemampuan yang ada dalam diri

manusia untuk selalu beriman dan mengakui adanya Allah Swt. Yang maha esa

2Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak (Jakarta: Akademika Presindo, 1989), 19
% Tedy Sudrajat, “Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia, (kanun
Jurnal IImu Hukum)”, Jurnal Kanun, 2015, Vol 3, 54
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sebagai pencipta manusia dan alam. Dalam Al-Qur’an, kata fitrah berbagai
bentuknya terulang sebanyak dua puluh delapan kali. Namun, kata fitrah yang
dijadikan rujukan dalam tulisan ini adalah sebagai mana dalam Al-Qur’an surah
Ar-Rum ayat 30 yang artinya, “maka hadapkanlah wajahmu kepada agama,
(pilihan) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia atas fitrah itu “. Tidak ada
perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia

tidak mengetahuinya.®

** Hafsa h, Jurnal Kajian Hak Pendidikan Dan Agama Anak Dalam Keluarga Muslim Di Kota Medan,
vol 10, 174
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan yang peneliti paparkan pada bab-bab

sebelumnya, ada dua kesimpulan penting yang menjadi poin inti dalam

skripsi yang ditulis di sini, yaitu :

1.

Bahwa Peraturan Bupati Purwakarta No. 70 A Tahun 2015 Tentang
Desa Berbudaya telah mengatur beberapa tanggung jawab
perlindungan hak Anak meliputi: Anak yang berusia di bawah umur
dilarang mengendarai kendaraan bermotor, Anak usia sekolah wajib
mengikuti pendidikan formal, Anak usia sekolah dilarang berada di
luar rumah lebih dari pukul 21.00 WIB, Warga masyarakat yang
berumur 17 tahun ke bawah dilarang berpacaran, Warga masyarakat
yang berumur di atas 17 tahun dilarang berpacaran baik di dalam
maupun di luar rumah lebih dari pukul 21.00 WIB, kecuali
didampingi oleh orang tua atau keluarganya. Dari beberapa
ketentuan Perbub di atas sudah jelas bahwasannya perlindungan
hak-hak anak harus mendapatkan perhatian lebih dari orang tua,
keluarga, masyarakat, bahkan Negara agar hak-hak anak tersebut
tidak di salah gunakan kedalam suatu hal yang tidak di inginkan
sehingga anak dapat merasakan hidup yang aman, nyaman, dan

tentram dalam keluarga atau masyarakat lingkungan sekitar.
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2. Bahwa pengaturan tanggung jawab perlindungan hak anak dalam
Peraturan Bupati No. 70 A Tahun 2015 Tentang Desa Berbudaya
yang mengatur berbagai tanggung jawab hak anak: hak keselamatan
anak dalam berlalu lintas sudah sesuai dengan hukum Islam yakni
hak mendapatkan perlindungan yang mana sama-sama melindungi
keselamatan dan kelangsungan hidup anak. Hak anak dalam
mendapatkan pendidikan formal atau non formal dalam hal
pendidikan sudah sesuai dengan hukum Islam yakni hak
mendapatkan pendidikan. Hak anak dalam hal pergaulan sudah
sejalan dengan hukum Islam yakni hak untuk hidup dan tumbuh
kembang yang mamberikan pesan pentingnya perlindungan hak-hak
anak. Hal ini penting untuk diperhatikan karena menyangkut
kebaikan dan keselamatan masa depan kehidupan anak baik terkait
pendidikan, pergaulan, keselamatan jiwa, Islam memandang bahwa
anak adalah amanah dari Allah SWT agar dipelihara, dijaga, dan
dilindungi hak-hak mereka, karena sejatinya anak itu titipan bagi
keluarga dan aset bangsa yang sangat berharga nilainya dan mereka
adalah pemilik masa depan bangsa.

B. Saran
Dari seluruh pembahasan dalam penelitian ini, ada dua saran
yang ingin peneliti sampaikan, yakni sebagai berikut:
1. Disarankan bagi masyarakat (pembaca) untuk selalu

memperhatikan dalam hal perlindungan hak anak mereka.
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Karena memang melindungi hak anak adalah tugas dari
orang tua masing-masing dan jangan pernah menilai
perbuatan yang dilakukan oleh orang lain terhadap
perlindungan hak anak itu salah karena mereka melakukan
hal tersebut semata-mata untuk membantu melindungi hak
anak juga mengingatkan tanggung jawab orang tua mereka.

. Disarankan kepada orang tua, keluarga, masyarakat dalam
menjaga perlindungan hak-hak anak mereka selalu
memperhatikan hukum Islam. Dimana dalam hukum Islam
tersebut terdapat anjuran atau panduan untuk menjaga hak-
hak anak agar anak dapat hidup tentram dan nyaman.
Sehingga tidak terjadi berbeda pendapat sehingga

menimbulkan konflik yang sangat merugikan orang banyak.
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